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ABSTRAK 

 

Siska Wulandari (2024) :  Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2014 Dalam Memberikan 

Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Pos 

Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Negeri 

Tembilahan Perspektif Fiqih Siyasah. 
 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya masyarakat miskin yang 

tidak menyelesaikan permasalahannya dan tidak ingin membawa ke pengadilan 

karena berfikir bahwa jika ke Pengadilan akan menimbulkan biaya berperkara 

yang sangat besar. Sehingga membuat mereka sulit mendapatkan keadilan. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Perma No.1 Tahun 

2014 dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh Pos 

Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Tembilahan perspektif. 

 Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah 

Bagaimana Pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2014 Oleh Pos Bantuan Hukum 

(POSBAKUM) Di Pengadilan Negeri Tembilahan Dalam Memberikan Bantuan 

Hukum Kepada Masyarakat Miskin? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi 

Pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2014 Oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) 

Di Pengadilan Negeri Tembilahan Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada 

Masyarakat Miskin? Bagaimana perspektif Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan 

Perma No.1 Tahun 2014 Oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di Pengadilan 

Negeri Tembilahan Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat 

Miskin? 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif 

dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian 

ini di Pengadilan Negeri Tembilahan. Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun yang 

menjadi informan penelitian adalah staff advokat posbakum Pengadilan Negeri 

Tembilahan, staff paralegal posbakum Pengadilan Negeri Tembilahan, Pegawai 

bagian bendahara pengeluaran Pengadilan Negeri Tembilahan, staff PTSP bagian 

umum perdata, dan masyarakat yang menggunakan layanan posbakum. 

Sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah melalui 

observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Sedangkan analisis 

data yang digunakan adalah reduksi data (data reduction), penyajian data (data 

display), dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2014 

oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Tembilahan telah memberikan kontribusi 

positif dalam membantu masyarakat miskin mendapatkan akses keadilan. Namun, 

masih terdapat tantangan seperti terkait kurangnya dana yang diterima, kurangnya 

sosialisasi dan informasi, letak geografis, rendahnya tingkat pengetahuan 

masyarkat, dan kurangnya finansial. Dari perspektif fiqih siyasah tanfidziyah, 

pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2014 ini dapat dinilai sebagai upaya negara 

dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Islam 

 

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Masyarakat Miskin,    

Fiqih Siyasah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) bukan negara 

yang berdasarkan kekuasaan (machstaat) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 

1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke-4. Ketentuan ini 

menjadi dasar konstitusional bagi Indone lsia, melne lmpatkan hukum selblagai 

satu-satunya pe ldoman dalam kelhidupan masyarakat, ble lrblangsa, dan 

ble lrnelgara. Dalam kontelks ini, Indone lsia selblagai ne lgara hukum 

melnce lrminkan pandangan Aristote llels, yang me lnyatakan blahwa ne lgara 

hukum adalah sistelm yang didasarkan pada hukum yang me lnjamin keladilan 

blagi warganya.
1
  

Tujuan nelgara hukum adalah melmastikan posisi hukum dari 

individu-individu dalam masyarakat. Hal ini blelrarti hukum haruus ditelgakkan 

dan ble lrlaku adil blagi se lmua warga ne lgara, tanpa telrke lcuali. Untuk melncapai 

tujuan ini, telrdapat ble lblelrapa ciri-ciri nelgara hukum yaitu pe lrtama, adanya 

pe lngakuan dan pelrlindungan HAM yang me lngandung pe lrsamaan dalam 

blidang politik, hukum, sosial, e lkonomi dan ke lbludayaan, ke ldua, adanya 

pe lradilan yang ble lblas dan tidak melmihak se lrta tidak dipelngaruhi ole lh se lsuatu 

ke lkuasaan apapun juga, keltiga, lelgalitas dalam arti selgala ble lntuknya.
2
 Pe lrihal 

                                                             
1
Yahman dan Nurtin Tarigan, Pelran Advokat dalam Sitelm Hukum Nasional, (Jakarta: 

Prelnadameldia Group, 2019), celt kel-1, h.1. 

2
Iblid, h .2. 
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blantuan hukum dan hak asasi manusia melrupakan elle lmeln yang sangat 

prinsipal dalam suatu nelgara yang ble lrdasarkan hukum (re lchstaat).
3
  

De lngan de lmikian, apablila telrpelnuhinya ke ltiga ciri-ciri telrse lblut, 

se lbluah ne lgara dapat dikatakan selblagai ne lgara hukum yang se lsungguhnya, di 

mana hukum blelrfungsi se lblagai panglima telrtinggi dan melmble lrikan jaminan 

ke ladilan se lrta kelpastian blagi se lluruh warga ne lgaranya. De lngan kata lain, 

tujuan nelgara hukum blukanlah selke ldar pelne lgakan hukum itu selndiri, 

mellainkan juga untuk melwujudkan ke ladilan, keltelrtiblan, dan kelse ljahtelraan 

blagi se lluruh masyarakat mellalui hukum yang adil, pasti, dan ble lrpihak pada 

ke lblelnaran. 

Se lmelntara, dari sudut pandangan hukum Islam. Ne lgara hukum 

adalah hukum yang ble lrasal dari dan melrupakan blagian dari agama Islam. 

Allah SWT. Me lne ltapkan konselp, dasar, dan struktur hukum Islam. Hukum 

telrse lblut melngatur hublungan antara manusia dan tuhan, dirinya se lndiri, 

masyarakat dan blelnda alam
4
. Riwayat lain Rasulullah ble lrsablda telntang 

melnolong orang yang se ldang dalam ke lsulitan atau melngalami suatu 

pe lrmasalahan:  

 فُِْ اللُُ كَانَُ ، أَخِيْوُِ حَاجَةُِ فـِيُْ كَانَُ وَمَنُْ ، يسُْلِمُوُُ وَلَُ يَظْلِمُوُُ لَُ ، الـْمُسْلِمُِ أَخُوُْ لـْمُسْلِمُُا َ
 ، مُسْلِمًـا سَتـَرَُ وَمَنُْ ، الْقِيَامَةُِ يَـوْمُِ كُرَبُِ مِنُْ كُرْبةًَُ عَنْوُُ اللُُ فـَرَّجَُ ، مُسْلِمٍُ عَنُْ فـَرَّجَُ وَمَنُْ ، حَاجَتِوُِ
5الْقِيَامَةُِ يَـوْمَُ اللُُ سَتـَرَهُُ

 

                                                             
3
Iblid. 

4
Abldul Ghani Abldullah, Pelngantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum 

Indonelsia (Jakarta: Gelma Insani Prelss, 1994), h.10. 

5
Imam BLukhari, Shahih BLukhari, Jilid 3, (BLelirut: Al-Maktabl Al-Islami, 2010), h.354 
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Artinya: “Se lorang Muslim adalah saudara orang Muslim lainnya. Ia tidak 

blolelh me lnzhaliminya dan tidak blole lh me lmbliarkannya diganggu 

orang lain (B Lahkan ia wajibl me lnolong dan me lmble llanya”. 

B Larangsiapa melmblantu kelblutuhan saudaranya, maka Allah Azza 

wa Jalla selnantiasa akan melnolongnya. B Larangsiapa me llapangkan 

kelsulitan orang Muslim, maka Allah akan me llapangkan blaginya 

dari salah satu kelse lmpitan di hari kiamat dan blarangsiapa 

me lnutupi aibl orang muslim, maka Allah me lnutupi aiblnya pada 

hari kiamat. (HR. BLukhari: 2422 dan 6951).  

 

Se lgala macam blantuan jasa yang ble lrkaitan delngan masalah hukum 

yang dible lrikan olelh se lse lorang yang me lmiliki kelahlian hukum kelpada melrelka 

yang te lrliblat dalam pelrkara, blaik selcara langsung maupun tidak langsung, 

de lngan melngutamakan melre lka yang tidak mampu, di anggap se lblagai blantuan 

hukum. Untuk melmblantu orang-orang yang tidak mampu melndapatkan 

blantuan hukum selcara gratis, pelmelrintah melndirikan Pos BLantuan Hukum 

(Posblakum) di seltiap Pelngadilan Nelge lri. Namun, melre lka yang me lminta 

blantuan hukum harus melngikuti prose ldur yang dite lntukan olelh pe lngadilan. 
6
 

Se lblagai salah satu pe lnye ldia layanan hukum blagi masyarakat miskin, 

Pos BLantuan Hukum (Posblakum) harus mampu melmblelrikan layanan hukum 

atau blantuan hukum ke lpada masyarakat miskin se lhingga me lre lka melnyadari 

blahwa melre lka juga ble lrhak atas blantuan dan pe lrlindungan hukum yang adil. 

BLe lrdasarkan keladaan di atas, pelne llitian le lblih lanjut harus dilakukan  telntang 

Pe llaksanaan Pelrma No.1 Tahun 2014 olelh Posblakum blagi masyarkat miskin, 

de lngan melne lkankan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum 

Islam. Ini kare lna, se llain mellakukan pe lrb luatan blaik, kita juga dapat 

melringankan ble lblan orang lain, se lpelrti yang dise lblutkan dalam riwayat 

                                                             
6
Zulkifli, elt.al. “Pelmblelrian BLantuan Hukum BLagi Masyarakat Miskin Olelh Nelgara Dalam 

Pelrspelktif Hak Asasi Manusia,. Journal of Lelx Gelnelralis (JLS), Volumel 3, No. 8, (2022), h. 1426 
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Rasulullah. Melmblantu masyarakat miskin yang se ldang dalam kelsulitan 

adalah hal yang blaik karelna blanyak dari melre lka tidak tahu telntang Pos 

BLantuan Hukum (Posblakum) atau blantuan hukum, selhingga me lre lka pasrah 

ke ltika melre lka ble lrurusan de lngan hukum. 

Ke ltua Mahkamah Agung (MA) me lne lrblitkan Pelrma No.1 Tahun 

2014, Pe ldoman Pe lmble lrian Layanan Hukum BLagi Masyarakat Tidak Mampu 

di pelngadilan, yang me lngukuhkan e lksistelnsi Pos BLantuan Hukum 

(Posblakum). Layanan yang ditawarkan ole lh Pos BLantuan Hukum (Posblakum) 

telrmasuk informasi, konsultasi, dan saran hukum, se lrta pelmbluatan dokumeln 

hukum yang dipe lrlukan.
7
 Pe lrma melmaparkan e lksistelnsi Pos BLantuan Hukum 

(Posblakum) se lcara lelblih luas, telrmasuk pe lmble lntukan, pelnye lle lnggaraan, dan 

jelnis layanan. 

Pe lrma No.1 Tahun 2014 melne ltapkan ruang lingkup layanan hukum 

blagi masyarakat tidak mampu di pelngadilan, telrmasuk layanan pelmble lblasan 

bliaya pe lrkara, sidang di luar geldung pe lngadilan, dan Pos BLantuan Hukum 

(Posblakum) di lingkungan Pe lradilan Umum, Pe lradilan Agama, dan Pe lradilan 

Tata Usaha Nelgara. Layanan pe lmble lblasan bliaya pe lrkara juga dikelnal selblagai 

prode lo, dijellaskan dalam Pasal 1 ayat (4) Pe lrma No.1 Tahun blahwa layanan 

pe lmble lblasan bliaya pe lrkara adalah nelgara melnanggung bliaya pe lrose ls 

ble lrpelrkara di Pe lngadilan se lhingga se ltiap orang atau se lke llompok orang yang 

tidak mampu se lcara elkonomi dapat ble lrpelrkara se lcara cuma-cuma di 

Pe lngadilan. Pada Pasal 1 ayat 2 Pe lrma No. 1 Tahun 2014 melnjellaskan 

                                                             
7
Relpubllik Indonelsia, Pelraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, BLelrita Nelgara 

Relpubllik Indonelsia Tahun 2014 Nomor 59 telntang Peldoman Pelmblelrian Layanan Hukum BLagi 

Masyarakat Tidak Mampu di Pelngadilan, BLabl V, Pasal 25., h. 19  
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ble lrlaku pada tingkat pelrtama, tingkat blanding, tingkat kasasi dan pe lninjauan 

ke lmblali.
8
 

De lngan adanya Pos BLantuan Hukum ini diharapkan melmudahkan 

masyarakat awam, masyarakat yang bluta akan hukum, selrta masyarakat tidak 

mampu untuk dapat melngkonsultasikan pelrmasalahan hukum yang 

dihadapinya tanpa dike lnakan bliaya.  

Di Pengadilan Negeri Tembilahan, keberadaan Posbakum telah 

memberikan kontribusi nyata dalam mendukung akses masyarakat miskin 

terhadap keadilan. Selama tahun 2024 (Januari-Oktober), Posbakum di 

pengadilan tersebut berhasil menangani sebanyak 30 perkara yang 

menggunakan layanan bantuan hukum ini. Kasus-kasus itu meliputi berbagai 

jenis  perkara, seperti sengketa perdata, pidana, hingga urusan administrasi 

lainnya. Angka ini mencerminkan peran strategis Posbakum dalam membantu 

masyarakat miskin untuk menghadapi proses hukum yang sering kali 

dianggap rumit dan mahal. 

Ke lcamatan Telmblilahan adalah salah satu dari 20 Ke lcamatan yang 

ada dalam Kablupate ln Indragiri Hilir yang mayoritas pe lke lrjaannya adalah 

pe ltani yang ke ladaannya se lrbla ke lkurangan. Di mana keladaan yang se lrbla 

ke lkurangan telrse lblut melre lka tidak mampu melwujudkan ble lrblagai kelblutuhan 

melre lka. BLe lrdasarkan data dari BLPS Kablupate ln Indragiri Hilir. Jumlah 

pe lnduduk di Ke lcamatan Telmblilahan Pada 2021 adalah 78.605 jiwa. Jumlah 

pe lnduduk miskin di Ke lcamatan Telmblilahan Pada tahun 2021 adalah 

                                                             
8
Relpubllik Indonelsia, Pelraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, BLelrita Nelgara 

Relpubllik Indonelsia Tahun 2014 Nomor 59, Telntang Peldoman Pelmblelrian Layanan Hukum BLagi 

Masyarakat Tidak Mampu di Pelngadilan, BLabl I, Pasal  1 Ayat (2).  
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ble lrjumlah 25.191 jiwa. Dapat dikeltahui blahwa, dari 78.605 pelnduduk di 

Ke lcamatan Telmblilahan, telrdapat 25.191 pe lnduduk miskin yang pe lrlu 

melndapat pelrhatian dise lgala blidang ke lhidupan, telrmasuk di blidang hukum, 

ada juga orang miskin yang ble lrpe lrkara pelrdata dan ble lrhak melndapat blantuan 

hukum se lcara cuma-cuma. 
9
 

Akib lat dari kelmiskinan telrse lblut kelblanyakan dari melre lka jika ingin 

ble lrpelrkara di pe lngadilan tidak melmiliki bliaya se lrta pe lnge ltahuan telntang 

hukum. Melre lka yang ble lrpe lrkara di pelngadilan tidak melnge ltahui hak melre lka 

untuk melndapatkan blantuan hukum se lcara cuma-cuma jika melrelka te lrgolong 

tidak mampu, melre lka juga tidak melnge ltahui telrkait kelble lradaan Pos BLantuan 

Hukum (posblakum) yang ada di Pe lngadilan Nelge lri Te lmblilahan. Di antara 

melre lka yang ble lrpe lrkara di pelngadilan tidak melnge ltahui pelran dari Pos 

BLantuan Hukum (posblakum) yang dapat melmblantu melre lka telrgolong kurang 

mampu se lcara elkonomi, maka melre lka dapat melminta layanan blantuan 

hukum dari Pos BLantuan Hukum yang diseldiakan di Pelngadilan Nelge lri 

Telmblilahan. 

BLe lrdasarkan pelrmasalahan yang te llah diuraikan di atas, maka 

pe lnelliti telrtarik untuk mellakukan pelnellitian delngan judul: “Pelaksanaan 

Perma No.1 Tahun 2014 Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada 

Masyarakat Miskin Oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di 

Pengadilan Negeri Tembilahan Perspektif Fiqih Siyasah”. 

 

                                                             
9
BLPS Kablupateln Inhil, “Pelnduduk Indragiri Hilir Me lnurut Kelcamatan dan Je lnis Kellamin 

Jiwa”https://inhilkabl.blps.go.id/indicator/12/99/1/pe lnduduk-indragiri-hilir-melnurut-kelcamatan-

dan-jelnis-kellamin-jiwa-.html, diaksels 30 Marelt 2024. 

https://inhilkab.bps.go.id/indicator/12/99/1/penduduk-indragiri-hilir-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-jiwa-.html
https://inhilkab.bps.go.id/indicator/12/99/1/penduduk-indragiri-hilir-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-jiwa-.html
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B. Batasan masalah  

Adapun blatasan masalah agar skripsi ini le lblih telrfokus dan te lrarah, 

maka pelnulis hanya akan me lmblahas te lntang Pe llaksanaan Pe lrma No.1 Tahun 

2014 Dalam Melmble lrikan BLantuan Hukum Ke lpada Masyarakat Miskin Ole lh 

Pos BLantuan Hukum (POSBLAKUM) Di Pe lngadilan Ne lge lri Telmblilahan, dan 

faktor-faktor yang me lmpelngaruhi Pe llaksanaan Pelrma No.1 Tahun 2014 

Dalam Melmb le lrikan BLantuan Hukum Ke lpada Masyarakat Miskin Ole lh Pos 

BLantuan Hukum (POSBLAKUM) Di Pe lngadilan Ne lge lri Te lmblilahan, se lrta 

pe lrspe lktif Fiqih Siyasah telrhadap Pellaksanaan Pelrma No.1 Tahun 2014 

Dalam Melmb le lrikan BLantuan Hukum Ke lpada Masyarakat Miskin Ole lh Pos 

BLantuan Hukum (POSBLAKUM) Di Pe lngadilan Nelge lri Te lmblilahan. 

 

C. Rumusan Masalah  

De lngan me lmelpe lrhatikan masalah diatas maka dapat diamblil dan 

dirumuskan ble lble lrapa pelrmasalahan yang me lnjadi topik pelmblahasan 

pe lnellitian ini 

1. BLagaimana Pellaksanaan Pelrma No.1 Tahun 2014 Dalam Melmblelrikan 

BLantuan Hukum Ke lpada Masyarakat Miskin Ole lh Pos BLantuan Hukum 

(POSBLAKUM) Di Pe lngadilan Nelge lri Te lmblilahan? 

2. Apa faktor-faktor yang me lmpelngaruhi Pe llaksanaan Pelrma No.1 Tahun 

2014 Dalam Melmblelrikan BLantuan Hukum Ke lpada Masyarakat Miskin 

Ole lh Pos BLantuan Hukum (POSBLAKUM) Di Pe lngadilan Ne lge lri 

Telmblilahan? 
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3. BLagaimana pelrspe lktif Fiqih Siyasah te lrhadap Pellaksanaan Pelrma No.1 

Tahun 2014 Dalam Melmblelrikan BLantuan Hukum Ke lpada Masyarakat 

Miskin Ole lh Pos BLantuan Hukum (POSBLAKUM) Di Pe lngadilan Ne lge lri 

Telmblilahan? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menjelaskan Pellaksanaan Pelrma No.1 Tahun 2014 Dalam 

Me lmblelrikan BLantuan Hukum Ke lpada Masyarakat Miskin Ole lh Pos 

BLantuan Hukum (POSBLAKUM) Di Pe lngadilan Nelge lri Te lmblilahan. 

b. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang melmpe lngaruhi Pe llaksanaan 

Pe lrma No.1 Tahun 2014 Dalam Me lmblelrikan BLantuan Hukum 

Ke lpada Masyarakat Miskin Olelh Pos BLantuan Hukum 

(POSBLAKUM) Di Pe lngadilan Nelge lri Te lmblilahan. 

c. Untuk menjelaskan pelrspe lktif Fiqih Siyasah telrhadap Pellaksanaan 

Pe lrma No.1 Tahun 2014 Dalam Me lmblelrikan BLantuan Hukum 

Ke lpada Masyarakat Miskin Olelh Pos BLantuan Hukum 

(POSBLAKUM) Di Pe lngadilan Nelge lri Te lmblilahan.  

2. Manfaat Penelitian  

a. Untuk salah satu syarat melmpe lrolelh ge llar Sarjana Hukum (S1) di 

Fakultas Syariah dan Hukum Unive lrsitas Islam Ne lge lri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 
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b. Untuk me lnamblah wawasan pe lnulis dan pe lngalaman blagi pe lnulis 

dalam melnge lmblangkan se lrta me lnelrapkan ilmu pelnge ltahuan Hukum 

Tata Nelgara (Siyasah). 

c. Untuk dijadikan relfe lre lnsi blagi pe lne lliti lainnya atau dijadikan 

se lblagai sumble lr informasi blagi pe lnellitian ble lrikutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teoritis  

1. Tinjauan Umum Telntang Pe llaksanaan 

a. Pe lnge lrtian Pe llaksanaan 

Me lnurut Kamus BLe lsar BLahasa Indone lsia, “pellaksanaan‟‟ ble lrarti 

prose ls, cara, pelrbluatan mellaksanakan suatu rancangan, kelputusan dan 

se lblagainya. Pe llaksanaan ble lrasal dari kata laksana yang artinya me lnjalankan 

atau mellakukan suatu kelgiatan. Pe llaksanaan adalah suatu tindakan atau 

pe llaksanaan dari selbluah relncana yang sudah disusun se lcara matang dan 

telrpe lrinci, implelmelntasi bliasanya juga dilakukan seltellah pelre lncanaan sudah 

dianggap siap.
10

  

Se llanjutnya pe lnge lrtian pe llaksanaan melnurut ble lble lrapa ahli antara 

lain adalah:
11

  

1) Me lnurut We lstra pellaksanaan melrupakan se lrangkaian upaya yang 

dilakukan untuk melwujudkan se lmua re lncana dan kelblijakan yang 

tellah dirumuskan dan diteltapkan. Ini melncakup pelnye ldiaan selmua 

ke lb lutuhan alat yang dipe lrlukan, pelne lntuan siapa yang akan 

mellaksanakan, lokasi pelnellitian, selrtawaktu dimulainya ke lgiatan 

telrse lblut.  

                                                             

 
10

Abldullah Syukur, Study Implelmelntasi Latar blellakang Konselp Pelndelkatan Dan 

Rellelvansinya Dalam Pelmblangunan, (Jakarta: Pelrsadi Ujung Pandang 1987), h. 40. 

11
Rahardjo Adisasmita, Pelngellolaan Pelndapatan dan Anggaran Daelrah, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2011). 
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2) Me lnurut BLintoro Tjokroadmudjoyo, pe lnge lrtian pellaksanaan adalah 

prose ls yang te lrdiri dari selrangkaian ke lgiatan, dimulai dari 

ke lb lijakan yang dite ltapkan untuk melncapai suatu tujuan. Ke lblijakan 

telrse lblut ke lmudian ditelrjelmahkan kel dalam ble lntuk program dan 

proye lk.  

3) Siagian S.P me lnge lmukakan blahwa pe lnge lrtian pellaksanaan 

melncakup se lluruh prose ls pe lmble lrian motivasi ke lpada para blawahan 

de lngan cara yang te lpat, se lhingga me lre lka ble lrse ldia ble lke lrja delngan 

ikhlas untuk melncapai tujuan organisasi se lcara elfisieln dan 

e lkonomis.  

De lngan de lmikian, selcara seldelrhana pelnge lrtian pellaksanaan blisa 

diartikan delngan pe lne lrapan. Se llain itu, pe llaksanaan juga melrupakan tindakan 

atau upaya untuk me lnelrapkan selmua relncana dan kelblijaksanaan yang te llah 

diteltapkan. Pellaksanaan melncakup se lmua pelrsyaratan, se lpe lrti siapa yang 

mellaksanakan, di mana telmpat pellaksanaannya mulai, dan blagaimana 

dilaksanakan. 

b. Fungsi Pe llaksanaan 

Fungsi dari pellaksanaan melnurut Jamels Stone lr dalam Al-Istiqomah 

adalah selblagai blelrkut:
12

 

1) Me lngimple lmelntasikan prosels ke lpe lmimpinan, pe lmblimblingan, dan 

pe lmble lrian motivasi kelpada telnaga ke lrja untuk melmastikan melre lka 

dapat ble lkelrja se lcara elfe lktif dan e lfisieln dalam melncapai tujuan. 

                                                             
12

Al-Istiqomah, Fungsi Pellaksanaan (Actuating) Dalam Sumblelr Daya Manusia, (Malang: 

UNM, 2016), h.7. 
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2) Me lmblelrikan tugas dan pe lnjellasan rutin me lnge lnai pelke lrjaan.  

3) Me lnjellaskan kelblijakan yang dite ltapkan.  

4) Prose ls implelme lntasi program ble lrtujuan agar dapat dilaksanakan 

olelh se lluruh anggota orgaisasi, se lrta me lliblatkan upaya me lmotivasi 

se lmua pihak agar melnjalankan tanggung jawabl me lrelka de lngan 

ke lsadaran pelnuh dan tingkat produktivitas yang tinggi.  

De lngan de lmikian, fungsi pe llaksanaan ble lrpelran dalam melmastikan 

ke lblelrlangsungan, ke lble lrhasilan dan pe lncapaian tujuan telrse lblut. Me llalui  

prose ls ke lpe lminpinan, pelmblimblingan, dan pe lmblelri motivasi, manajelmeln 

melmastikan seltiap individu dalam organisasi melmahami pelran melre lka dan 

telrdorong  untuk me lmble lrikan kontriblusi te lrblaik. 

2. Tinjauan Umum Telntang BLantuan Hukum 

a. Pe lnge lrtian BLantuan Hukum 

Dalam kamus BLahasa Indonelsia, kata "blantuan" ble lrarti 

"pe lrtolongan"atau "sokongan". Frans He lndra Winarta  me lngutip BLlack's Law 

Dictionary me lnde lfinisikan blantuan hukum se lblagai ble lrikut: "Country widel 

syste lm administelre ld locally bly lelgal selrvicels is re lnde lre ldto thosel in inancial 

ne leld and who cannot afford privatel counse l". yang artinya “BLantuan hukum 

(Le lgal aid) me lrupakan hak seltiap warga ne lgara, khususnya masyarakat 

miskin atau tidak mampu”.
13

 Me lnurut Frans He lndra Winarta, blantuan hukum 

adalah layanan hukum khusus yang dible lrikan selcara  gratis ke lpada orang-

orang yang kurang mampu dan melmblutuhkan pelmble llaan, blaik di luar 

                                                             
13

Frans Helndra Winarta, Pro BLono Publlico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk 

Melmpelrolelh B Lantuan Hukum, (Jakarta: Grame ldia Pustaka Utama,2009). h. 21.  
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maupun di dalam pelngadilan. BLantuan ini melncakup aspelk pidana, pelrdata, 

dan tata usaha ne lgara, dan diseldiakan ole lh individu yang me lmahami selluk-

ble lluk pelmblellaaan hukum, prinsip-prinsip se lrta kaidah hukum, selrta hak asasi 

manusia.
14

 

Pe lnge lrtian lain, melnurut Adnan BLuyung Nasution melnyatakan 

blahwa blantuan hukum adalah ble lntuk blantuan hukum yang khusus ditujukan 

blagi ke llompok masyarakat blelrpe lnghasilan relndah atau yang le lblih dikelnal 

de lngan istilah miskin. Hingga saat ini, ukuran kelmiskinan masih melnjadi 

masalah yang sulit dipe lcahkan, tidak hanya di ne lgara-ne lgara ble lrke lmblang 

teltapi juga di ne lgara-ne lgara maju.
15

 Se ldangkan me lnurut  Mauro Cappe lle ltti 

program blantuan hukum kelpada masyarakat miskin sudah dimulai seljak 

zaman Romawi. 
16

 

De lngan de lmikian, ble lrdasarkan pelnge lrtian BLantuan hukum di atas, 

maka dipahami blahwa blantuan hukum melrupakan suatu ble lntuk pe llayanan 

hukum yang dible lrikan se lcara gratis ke lpada individu atau kellompok 

masyarakat yang kurang mampu se lcara elkonomi dan melmblutuhkan 

pe lrlindungan hukum. BLantuan ini melncakup b lelrblagai blidang hukum, se lpelrti 

pidana, pelrdata, dan tata usaha nelgara. De lngan me lmblelrikan aksels ke ladilan 

blagi se lmua, blantuan hukum ble lrkontriblusi dalaam melwujudkan masyarakat 

yang adil. 

                                                             
14

Frans Helndra Winarta, BLantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia B Lukan BLellas 

Kasihan, (Jakarta: ELlelx Meldia Komputindo, 2000), h.23. 

15
Adnan BLuyung Nasution, B Lantuan Hukum di Indonelsia, BLantuan Hukum dan Politik 

Pelmblangunan, (Jakarta: LP3E LS, 2007), h. 1. 

16
Frans Helndra Winarto, Pro B Lono Publlico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk 

Melmpelrolelh B Lantuan Hukum, (Jakarta: PT Grameldia Pustaka Utama, 2009). h. 21. 
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b. Dasar Pe lmblelrian BLantuan Hukum 

Program pe lmblelrian blantuan hukum blagi masyarakat tidak mampu 

dilakukan blelrdasarkan kelte lntuan-ke ltelntuan telrse lblut di blawah  ini :
17

 

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 telntang Ke lkuasaan 

Ke lhakiman; 

2. Pasal 13 (1) telntang : Organisasi, administrasi, dan finansial 

Mahkamah Agung dan bladan pelradilan yang ble lrada di blawahnya 

ke lkuasaan Mahkamah Agung.  

3. Pasal 37 telntang : Se ltiap orang yang te lrsangkut pe lrkara ble lrhak 

melmpe lrlolelh blantuan hukum. 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telntang Kitabl Undang-

Undang Hukum Acara Pidana : 

5. Pasal 56 (1) telntang : Dalam hal telrsangka atau telrdakwa 

disangka atau didakwa mellakukan tindak pidana yang diancam 

de lngan pidana mati atau ancaman pidana lima ble llas tahun atau 

lelblih atau blagi melre lka yang tidak mampu yang diancam delngan 

pidana lima tahun atau le lblih yang tidak melmpunyai Pe lnasihat 

Hukum se lndiri, peljablat yang ble lrsangkutan pada selmua tingkat 

pe lmelriksaan dalam prosels pe lradilan wajibl me lnunjuk pelnasihat 

blantuannya de lngan cuma-cuma.  

                                                             
17

Diaksels di https://pn-telmblilahan.go.id/layanan-hukum/layanan-hukum-blagi-

masyarakat-kurang-mampu/posyankum-2/ pada 20 Oktoblelr 2024 

https://pn-tembilahan.go.id/layanan-hukum/layanan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu/posyankum-2/
https://pn-tembilahan.go.id/layanan-hukum/layanan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu/posyankum-2/
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6. Pasal 56 (2) telntang : Se ltiap pelnaselhat hukum yang ditunjuk 

untuk ble lrtindak selblagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

melmble lrikan blantuannya de lngan cuma-cuma. 

7. Kitabl Undang-Undang Hukum Acara Pelrdata (HIR/RBLG) Pasal 

237 HIR/273 RBLG te lntang : BLarangsiapa yang he lndak blelrpe lrkara 

blaik selblagai pe lnggugat maupun selblagai telrgugat, teltapi tidak 

mampu melnanggung bliayanya, dapat melmpe lrolelh izin untuk 

ble lrpelrkara delngan cuma-cuma. Instruksi Me lntelri Ke lhakiman RI 

No. M 01-UM.08.10 Tahun 1996, telntang Pe ltunjuk Pe llaksanaan 

Program BLantuan Hukum BLagi Masyarakat Yang Kurang Mampu 

Me llalui Le lmblaga BLantuan Hukum. 

8. Instruksi Me lnte lri Ke lhakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 

1999, telntang Pe ltunjuk Pe llaksanaan Program BLantuan Hukum 

BLagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Me llalui Pelngadilan 

Ne lge lri dan Pe lngadilan Tata Usaha Nelgara. 

9. Surat E Ldaran Direlktur Jelnde lral BLadan Pe lradilan Umum dan 

Pe lradilan Tata Usaha Nelgara No. D.Um.08.10.10 tanggal 12 Me li 

1998 telntang JUKLAK Pe llaksanaan BLantuan Hukum BLagi 

Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Me llalui LBLH. 

10. Ke lputusan Dire lktorat Jelndral BLadan Pelradilan Umum Nomor : 1 / 

DJU /OT 01.3 / VIII / 2011 Tanggal 02 Agustus 2011 Te lntang 

Pe ltunjuk Pe llaksanaan Surat E Ldaran Mahkamah Agung Re lpubllik 
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Indone lsia Nomor 10 Tahun 2010 Telntang Pe ldoman BLantuan 

Hukum Lampiran A. 

11. Ke lputusan Dire lktur Jelndral BLadan Pelradilan Umum Nomor : 1 / 

DJU / OT.01.3 /I / 2012 Telntang Pe ltunjuk pellaksanaan surat 

e ldaran Mahkamah Agung Re lpubllik Indone lsia Nomor 10 Tahun 

2012 Telntang pe ldoman BLantuan Hukum dan Zitting Plaats. 

De lngan de lmikian, kelte lntuan-ke ltelntuan hukum di atas selcara telgas 

melngatur pe lnye lle lnggaraan program blantuan hukum blagi masyarakat tidak 

mampu di Indone lsia. Program ini ble lrtujuan untuk melnjamin aksels ke ladilan 

blagi se lluruh lapisan masyarakat, telrutama melre lka yang kurang mampu selcara 

e lkonomi. 

c. Jelnis-Je lnis BLantuan Hukum 

Hukum me lrupakan se lkumpulan pelraturan yang te lrdiri dari pelrintah 

dan larangan yang diteltapkan olelh pihak ble lrwe lnang se lhingga dapat 

dipaksakan pelmble lrlakuannya dan fungsi untuk melngatur masyarakat delmi 

telrciptanya ke lte lrtiblan dise lrtai delngan sanksi blagi pe llanggarnya. Aristote llels 

ke lmudian melnyatakan blahwa hukum hanyalah kumpulan pelraturan yang 

melngikat masyarakat dan hakim. Seldangkan me lnurut S.M. Amin, hukum 

adalah kumpulan pelraturan yang te lrdiri dari norma dan sanksi-sanksi.18  

De lngan de lmikian dapat dipahami, blahwa hukum melrupakan 

se lpe lrangkat aturan yang ble lrsifat melmaksa dan melngikat, diteltatapkan olelh 

pihak ble lrwe lnang untuk me lngatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. 

                                                             
18

Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 3.  
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Dimana aturan-aturan ini telrdiri dari pe lrintah dan larangan yang dise lrtai 

de lngan sanksi blagi pe llanggarnya. 

BLe lrdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 

telntang BLantuan Hukum, ditelntukan blahwa blantuan hukum yang dible lrikan 

olelh pe lmblelri blantuan hukum kelpada pe lnelrima blantuan hukum melliputi 

masalah hukum kelpe lrdataan, pidana dan tata usaha nelgara, blaik litigasi 

maupun litigasi. BLantuan hukum telrse lblut melliputi melnjalankan kuasa, 

melndampingi, melwakili, melmblella dan/atau mellakukan tindakan hukum lain 

untuk kelpe lntingan hukum pelne lrima blantuan hukum.  

Telrdapat ble lble lrapa konselp blantuan hukum, yaitu:  
19

 

a. BLantuan Hukum Konve lnsional, me lrupakan tanggungj awabl moral 

dan profe lsional para advokat, yang ble lrsifat individual dan pasif, 

se lrta telrblatas pada pelnde lkatan formal atau lelgal. BLe lntuk blantuan 

hukum ini melncakup pelndampingan dan pelmblellaan di 

Pe lngadilan.  

b. BLantuan Hukum Konstitusional, adalah blantuan hukum untuk 

masyarakat miskin dilakukan dalam kontelks upaya dan tujuan 

yang le lblih luas daripada selke ldar melmblelrikan pellayanan hukum 

di Pelngadilan. BLantuan ini ble lrorielntasi pada pelnciptaan nelgara 

hukum yang ble lrlandaskan prinsip-prinsip de lmokraasi dan hak 

asasi manusia (HAM). Dalam hal ini,  blantuan hukum melnjadi 

                                                             
19

Josua Satria Collins, elt.al, Kelblijakan B Lantuan Hukum Di Indonelsia Dalam Kelrangka 

Delmokrasi, (Jawa BLarat: Masyarakat Pelmantau Pelradilan Indonelsia Fakultas Hukum Univelrsitas 

Indonelsia,2021), h.12.    
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ke lwajiblan untuk melnyadarkan masyarakat miskin selblagai sublje lk 

hukum yang me lmiliki hak yang sama de lngan ke llompok lainnya. 

Sifat blantuan hukum ini ble lrsifat aktif, tidak telrblatas pada individu 

dan tidak hanya te lrfokus pada format lelgal.  

c. BLantuan Hukum Struktural, kelgiatan ini ble lrtujuan untuk 

melnciptakan kondisi yang me lmunginkan telrwujudnya hukum 

yang dapat me lngublah struktur yang tidak se limblang me lnjadi le lblih 

adil. Dalam hal ini, pelraturan hukum dan pe llaksanaannya 

diharapkan dapat melnjamin pelrsamaan keldudukan blaik di blidang 

hukum maupun politik. Konse lp blantuan hukum struktural ini elrat 

kaitannya de lngan ke lmiskinan struktural.
20

 

De lngan de lmikian, blantuan hukum melrupakan layanan yang 

diblelrikan kelpada orang-orang yang me lngalami kelsulitan telntang hukum. 

ke ltiga jelnis blantuan hukum di atas saling me lle lngkapi dan melmiliki pelran 

pe lnting dalam melwujudkan aksels ke ladilan blagi se lluruh masyarakat. Dimana 

blantuan hukum konve lnsional melmble lrikan solusi blagi masalah hukum 

individu, blantuan hukum konstitusional me lningkatkan kelsadaran hukum 

masyarakat, dan blantuan hukum structural ble lrupaya me lngublah siste lm hukum 

yang tidak adil. 

d. Tujuan Program BLantuan Hukum 

1) Aspe lk Ke lmanusiaan 

                                                             
20

Suradji, E Ltika dan Pelnelgakan Kodel E Ltik Profelsi Hukum (Advokat), (Jakarta: BLadan 

Pelmblinaan Hukum Nasional Delpartelmeln Hukum dan HAM RI, 2008), h. 77. 
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Dalam aspelk kelmanusiaan, tujuan program blantuan hukum ini 

adalah untuk me lringankan bliaya hukum yang harus ditanggung 

olelh masyarakatyang tidak mampu di Pelngadilan. De lngan 

de lmikian, dalam kasus di mana masyarakat golongan tidak 

mampu telrse lblut mellakukan prose ls hukum di Pe lngadilan, me lrelka 

teltap melmiliki kelse lmpatan untuk melndapatkan pelmble llaan dan 

pe lrlindungan hukum.
21

 

2) Pe lningkatan Ke lsadaran Hukum. 

Dalam hal kelsadaran hukum, program blantuan hukum diharapkan 

akan melningkatkan ke lsadaran hukum masyarakat. Akiblatnya, 

masyarakat akan melnunjukkan aprelsiasi te lrhadap hukum mellalui 

sikap dan pelrbluatan yang me lncelrminkan hak dan kelwajiblannya 

se lcara hukum. 

De lngan de lmikian, program blantuan hukum tidak hanya me lmble lrikan 

manfaat blagi individu yang me lmblutuhkan, te ltapi juga ble lrkontriblusi pada 

pe lmblangunan hukum dan masyarakat yang le lblih blaik. 

3. Tinjauan Umum Telntang Masyarakat Miskin 

a. Pe lnge lrtian Masyarakat Miskin 

Masyarakat adalah selke llompok orang yang te llah lama tinggal atau 

hidup blelrsama di suatu telmpat dan diatur olelh aturan yang te lrtelntu. 

Masyarakat melrupakan kellompok manusia yang te llah lama ble lrtelmpat tinggal 

disuatu daelrah yang te lrte lntu dan melmpunyai aturan (Undang-Undang) yang 
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Diaksels di https://pn-telmblilahan.go.id/layanan-hukum/layanan-hukum-blagi-

masyarakat-kurang-mampu/posyankum-2/ pada 20 Oktoblelr 2024 

https://pn-tembilahan.go.id/layanan-hukum/layanan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu/posyankum-2/
https://pn-tembilahan.go.id/layanan-hukum/layanan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu/posyankum-2/
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melngatur tata hidup melre lka untuk melnuju kelpada tujuan yang sama.
22

 

Masyarakat dapat didelfiniskan se lcara selde lrhana selblagai kumpulan individu 

dan kellompok yang diikiat olelh kelsatuan ne lgara, kelbludayaan, dan agama. 

Telrmasuk se lgala jalinan hublungan yang timblal blalik, kelpelntingan ble lrsama, 

adat kelbliasaan, pola-pola, telknik-te lknik, sistelm hidup, Undang Undang, 

institusi dan se lgala selgi dan fe lnome lna yang dirangkum ole lh masyarakat 

dalam pelnge lrtian luas dan blaru.
23

 

Masyarakat me lrupakan selkumpulan individu yang hidup ble lrsama 

dalam suatu wilayah te lrte lntu, telrikat ole lh aturan-aturan ble lrsama, dan 

melmiliki tujuan blelrsama. Singkatnya, masyarakat itu sistelm sosial yang 

komplelks da dinamis dimana melrelka akan telrus ble lrke lmblang dan b le lrublah 

se liring ble lrjalannya waktu. 

Masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin adalah keladaan 

ke ltika melre lka tidak dapat melme lnuhi ke lblutuhan dasar selpe lrti makanan, 

pakaian, te lmpat tinggal, pe lndidikan, dan kelse lhatan. Dalam bluku “Kajian 

Ke lse ljahte lraan Sosial dan Ke lmiskinan”, ELrna Hasanah dan Muhammad 

Firdaus me lngatakan blahwa masyarakat miskin adalah kellompok masyarakat 

yang me lmiliki pelndapatan dan kelmampuan elkonomi yang re lndah se lhingga 

tidak mampu melmelnuhi kelblutuhan dasar hidupnya. Se lme lntara Nurhadi dan 

Arifin me lngatakan blahwa masyarakat miskin adalah kellompok masyarakat 

yang me lmiliki tingkat pelnghasilan di blawah garis ke lmiskinan dan tidak 
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Hartomo dan Arnicun Aziz, Ilmu Sosial Dasar, E Ld. I (Celt. VIII; Jakarta: BLumi Aksara, 

2011), h. 88. 

23
Omar Mohammad al-Toumy al-Syaiblani, Falsafah Pelndidikan Islam, Telrj. Hasan 

Langgulung, (Jakarta: BLulan BLintang, 1985), h. 164-165. 
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melmiliki aksels te lrhadap layanan publlik dan sumble lr daya cukup untuk 

melme lnuhi kelblutuhan hidupnya.
24

 

De lngan de lmikian, masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin 

melrupakan kellompok individu atau kelluarga yang se lcara elkonomi tidak 

mampu melmelnuhi ke lblutuhan dasar hidup melre lka. Ke lblutuhan dasar ini 

melncakup makanan, pakaian, telmpat tinggal, pe lndidikan, dan kelse lhatan.  

b. Krite lria Masyarakat Miskin atau Masyarakat Tidak Mampu 

Krite lria masyarakat tidak mampu melnurut pasal 22 ayat 2 Pe lrma No 

01 Tahun 2014 yaitu :
25

 

a. Surat Ke lte lrangan Tidak Mampu (SKTM) yang dike lluarkan olelh 

Ke lpala De lsa/Lurah/Ke lpala wilayah se ltingkat yang me lnyatakan 

blahwa ble lnar yang ble lrsangkutan tidak mampu melmblayar bliaya 

pe lrkara, atau 

b. Surat Ke lte lrangan Tunjangan Sosial lainnya se lpe lrti Kartu Ke lluarga 

Miskin (KKM), Kartu Jaminan kelse lhatan Masyarakat (Jamkelsmas), 

Kartu BLe lras Miskin (Raskin), Kartu Program Ke lluarga Harapan 

(PKH), Kartu BLantuan Langsung Tunai (BLLT), Kartu Pe lrlindungan 

Sosial (KPS), atau dokumeln lainnya yang yang ble lrkaitan delngan 

daftar pelnduduk miskin dalam blasis data telrpadu pe lmelrintah atau 

                                                             
24

Delsi E Llpiani,. elt.al, “Aplikasi BLantuan Sosial Tunai Masyarakat Kurang Mampu Di 

Delsa Tanjung Dalam BLelrblasis Welbl” dalam Jurnal Publlikasi Telknik Informatika (JUPTI), Volume l 

2., No.3., (2023), h 7. 

25
Relpubllik Indonelsia, Pelraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, BLelrita Nelgara 

Relpubllik Indonelsia Tahun 2014 Nomor 59 telntang Peldoman Pelmblelrian Layanan Hukum BLagi 

Masyarakat Tidak Mampu di Pelngadilan, BLabl V, Pasal 22., h. 17-18. 
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yang dike lluarkan olelh instansi lain yang ble lrwe lnang untuk 

melmble lrikan keltelrangan tidak mampu. 

c. Surat pelrnyataan tidak mampu melmblayar jasa advokat yang dibluat 

dan ditandatangani olelh Pe lmohon layanan Posblakum Pe lngadilan dan 

dise ltujui olelh Pe ltugas Posblakum Pe lngadilan, apablila Pe lmohon 

layanan Posblakum Pe lngadilan tidak melmiliki dokumeln se lblagaimana 

dise lb lut dalam huruf a atau bl. 

De lngan de lmikian, se lcara kelse lluruhan tujuan dari  ke ltiga kritelria ini 

adalah melmastikan blahwa blantuan hukum ble lnar-ble lnar dible lrikan kelpada 

melre lka yang me lmblutuhkan dan tidak mampu melmblayar bliaya hukum. 

De lngan adanya krite lria yang je llas, maka prose ls pe lne lntuan pelne lrima blantuan 

hukum dapat dilakukan selcara lelblih oblje lktif dan transparan.  

4. Tinjauan Umum Telntang Pos BLantuan Hukum (Posblakum) 

a. Pe lnge lrtian Pos BLantuan Hukum (Posblakum) 

BLe lrdasarkan Pelrma No.1 Tahun 2014 te lntang pe ldoman pe lmble lrian 

layanan hukum blagi masyarakat tidak mampu di pelngadilan blahwa ada tiga 

ruang lingkup layanan hukum blagi masyarakat tidak mampu di pelngadilan, 

yakni layanan pe lmblelblasan bliaya pe lrkara, sidang di luar ge ldung pe lngadilan 

dan Posblakum di lingkungan Pe lradilan umum, Pelradilan Agama, dan 

Pe lradilan Tata Usaha Nelgara.
26
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Relpubllik Indonelsia, Pelraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, BLelrita Nelgara 

Relpubllik Indonelsia Tahun 2014 Nomor 59 telntang Peldoman Pelmblelrian Layanan Hukum BLagi 

Masyarakat Tidak Mampu di Pelngadilan, BLabl I, Pasal 1, Ayat 1, h.4.  



23 
 

 
 

 Posb lakum pada pelngadilan adalah layanan yang didirikan ole lh  

pe lngadilan tingkat pelrtama dan digunakan untuk melmble lrikan layanan hukum 

se lpe lrti informasi, konsultasi, dan advis hukum se lrta pelmbluatan dokumeln 

hukum yang dipe lrlukan. Peltugas Pos BLantuan Hukum(Posblakum) yang 

ble lraasal dari Le lmblaga BLantuan Hukum (LBLH) ble lke lrjasama delngan 

pe lngadilan dan blelrtugas se lsuai de lngan jadwal yang dise lpakati dalam 

pe lrjanjian kelrjasama.
27

 

De lngan de lmikian, selcara kelse lluruhan Pelrma No 1 Tahun 2014 tellah 

melmble lrikan kelrangka hukum yang kuat untuk melmble lrikan aksels ke ladilan 

blagi masyarakat tidak mampu. Disimpulkan juga blahwasannya ble lrdasarkan 

pe lraturan telrse lblut blahwa pe lmblelri layanan hukum blagi masyarakat tidak 

mampu di Indonelsia melmiliki tiga ruang lingkup utama. 

b. Tujuan Pos BLantuan Hukum 

Tujuan layanan pos b lantuan hukum blagi masyarakat tidak mampu di 

pe lngadilan adalah untuk :
28

  

a) Me lringankan bliaya yang harus ditanggung ole lh masyarakat 

yang tidak mampu se lcara elkonomi untuk blelrpe lrkara di 

pe lngadilan.  

                                                             
27

Di aksels https://www.pa-krui.go.id/layanan-publlik/pos-blantuan-hukum/dasar-aturan-

telntang-pos-blantuan-hukum pada 9 Delselmblelr 2024  

28
Relpubllik Indonelsia, Pelraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, BLelrita Nelgara 

Relpubllik Indonelsia Tahun 2014 Nomor 59 telntang Peldoman Pelmblelrian Layanan Hukum BLagi 

Masyarakat Tidak Mampu di Pelngadilan, BLabl II, Pasal 3. 

https://www.pa-krui.go.id/layanan-publik/pos-bantuan-hukum/dasar-aturan-tentang-pos-bantuan-hukum
https://www.pa-krui.go.id/layanan-publik/pos-bantuan-hukum/dasar-aturan-tentang-pos-bantuan-hukum
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b) Me lningkatkan aksels ke ladilan blagi masyarakat yang sulit atau 

tidak mampu melnjangkau ge ldung pe lngadilan karelna  

ke ltelrblatasan bliaya, fisik atau ge lografis.  

c) Me lmblelrikan ke lse lmpatan kelpada orang-orang yang tidak dapat 

melngakse ls konsultasi hukum untuk me lndapatkan informasi, 

konsultasi, advis, dan pe lmbluatan dokumeln yang dipe lrlukan 

untuk melnjalani prosels hukum di pe lngadilan.  

d) Me lningkatkan kelsadaran dan pelnge ltahuan masyarakat telntang 

hukum mellalui pelnghargaan, pe lme lnuhan dan pelrlindungan 

telrhadap hak dan ke lwajiblannya.  

e) Me lmblelrikan layanan ke lpada orang-orang pe lncari keladilan. 

De lngan de lmikian, Pos blantuan hukum (Posblakum) melmiliki tujuan 

yang sangat pe lnting dalam melndukung akse ls ke ladilan blagi masyarakat tidak 

mampu. Posblakum melmainkan  pelran dalam melnciptakan sistelm pelradilan 

yang le lblih adil, se lrta melmastikan blahwa hak-hak masyarakat tidak mampu 

telrlindungi dan telrjamin dalam prosels hukum.  

c. Dasar Hukum Pos BLantuan Hukum  

Al-quran de lngan je llas me lnyatakan pelntingnya me lmble lri pelrtolongan 

(blantuan) antara manusia, dalam se lgala aspe lk ke lhidupan. Telrutama dalam 

hal-hal yang blaik dan dianjurkan. Selmelntara itu, dilarang ke lras melmblantu 

satu sama lain untuk mellakukan pelrbluatan dosa dan maksiat telrhadap Allah 

SWT.. Hal ini te lrtuang dalam al-Qur‟an surah Al-Maidah ayat 2 se lblagai 

ble lrikut: 
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ُوَالْعُدْوَانُُِۖ َوَتَـعَاوَنُـوْاُعَلَىُالْبُِِّوَالتـَّقْوٰى  اِنَُّاللّٰوَُشَدِيْدُُالْعِقَابُُِۖ َوَاتّـَقُواُاللّٰوَُُۖ َوَلَُتَـعَاوَنُـوْاُعَلَىُالِْثِْْ
Artinya: Tolong-me lnolonglah kamu dalam (me lnge lrjakan) ke lblajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-melnolong dalam ble lrbluat dosa dan 

pe lrmusuhan. B Lelrtakwalah kelpada Allah, se lsungguhnya Allah 

sangat ble lrat siksaan-Nya.
29

 (Q.S. Al-Maidah/ 5: 2). 

 

Ayat di atas melnje llaskan blahwa Allah SWT. melme lrintahkan kelpada 

hamblanya yang ble lriman agar saling tolong-me lnolong dalam me llakukan 

ble lrblagai kelb laikan. Dan blelgitulah yang dimaksud delngan istilah al-blirr 

(ke lblaktian). Dan tolong melnolonglah kalian untuk melnjauhkan diri dari 

pe lrilaku yang tidak blaik dan di ble lnci olelh Allah SWT. Dan inilah yang 

dimaksud delngan takwa (dalam arti se lmpit, yakni melnjaga untuk tidak 

mellakukan kelmungkaran).
30

  

Hal te lrse lblut ble lrarti blahwa konstitusi selcara telgas me lwajiblkan akse ls 

ke ladilan mellalui blantuan hukum. Selringkali, aturan dan blahasa hukum yang 

kaku, blaku, dan proseldural melnghadapi masyarakat yang tidak mampu, 

miskin, dan tidak akrabl de lngan hukum saat melngajukan pe lrkara kel 

Pe lngadilan Nelge lri. BLaik dalam tahapan litigasi maupun non-litigasi, 

se lmuanya harus dilakukan se lsuai Undang-Undang itu selndiri, atau jika 

pe lngadilan melnolak gugatan atau pelrmohonan hanya kare lna tidak melmelnuhi 

syarat prose ldur hukum.  

                                                             
29

Kemenag, Al-Qur‟an Terjemahan Kementerian Agama Relpubllik Indonelsia (Jakarta 

Timur: Ummul Qura, 2009), h. 106.  

30
Tim Ahli Tafsir, Shahih Tafsir Iblnu Katsir, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Iblnu Katsir, 2000), 

h. 13. 
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Se llain itu, Pos BLantuan Hukum juga me lnjadi telmpat masyarakat 

melminta konsultasi hukum telrhadap pe lrmasalahan yang dihadapinya.
31

 

Pe lraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014 telntang Pe ldoman Pe lmble lri 

Layanan BLantuan Hukum BLagi Maasyarakat Tidak Mampu di Pe lngadilan, 

Pasal 1 ayat (7) me lne ltapkan b lahwa pe ltugas Pos BLantuan Hukum (Posblakum) 

adalah pelmblelri layanan di Posblakum pelngadilan yang me lrupakan advokat, 

sarjana hukum, atau sarjana Syariah yang b le lrasal dari Le lmblaga pe lmble lri 

layanan Pos BLantuan Hukum pe lngadilan yang  ble lke lrjasama delngan 

pe lngadilan dan ble lrtugas se lsuai de lngan ke lse lpakatan jam layanan Pos BLantuan 

Hukum didalam delngan ke lse lpakatan jam layanan Pos BLantuan Hukum di 

dalam pelrjanjian kelrjasama telrse lblut.
32

 Adapun yang dimaksud de lngan 

advokat adalah orang yang ble lrpraktik melmble lri jasa hukum, blaik didalam 

maupun diluar yang me lmelnuhi pelrsyaratan blelrdasarkan Undang Undang 

yang ble lrlaku, blaik selblagai advokat, pe lngacara, pelnasihat hukum, pelngacara 

praktik, ataupun selblagai konsultan hukum.
33

  

Pe lmb lelri layanan Pos BLantuan Hukum (Posblakum) blagi orang yang 

tidak mampu dimaksudkan se lblagai suatu upaya untuk me lmpelrblaiki keltidak 

se limblangan sosial. Orang yang me lngajukan pelrmohonan blantuan hukum 

harus melnunjukkan blukti kelmiskinannya, selpe lrti delngan me lmpelrlihatkan 

                                                             
31

Helrman BLalla, elt.al., “Pelran Pos BLantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu”, 

dalam Litigasi Amsir. Volumel 10., No. 3., (2023), h. 

32
Relpubllik Indonelsia, Pelraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, BLelrita Nelgara 

Relpubllik Indonelsia Tahun 2014 Nomor 59 telntang Peldoman Pelmblelrian Layanan Hukum BLagi 

Masyarakat Tidak Mampu di Pelngadilan, BLabl I, Pasal 1 Ayat 7. 

33
Ismantoro Dwi Yumono, Panduan Melmilih dan Melnggunakan Jasa Advokat, (Jakarta: 

Pustaka Yustisia, 2011), h. 234 
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suatu pe lrnyataan dari kantor delsa, melnge lnai pe lnghasilannya yang re lndah 

atau orang telrse lblut sama selkali tak blelrpe lnghasilan dan keltelrangan-

ke ltelrangan lain yang ble lrhublungan de lngan ke lmiskinan.  

Dalam nelgara hukum (re lchtsstaat) se lblagaimana Indone lsia, tellah 

diatur blahwa ne lgara me lngakui dan me llindungi hak asasi manusia seltiap 

individu. Pe lngakuan ne lgara telrhadap hak individu ini telrsirat di dalam 

pe lrsamaan ke ldudukan dihadapan hukum blagi se lmua orang. Dalam suatu 

ne lgara hukum se lmua orang harus dipe lrlakukan sama dihadapan hukum 

(e lquality ble lfore l thel law). pelrsamaan dihadapan hukum harus diimblangi juga 

de lngan pe lrsamaan pelrlakuan (e lqualtre latme lnt).
34

 

Se lcara sublstansi, Pe lraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 

se lcara deltail tellah melngatur prose ldur dan prose ls pe lmblelri blantuan hukum, 

siapa yang b lisa me lnjadi pelmble lri blantuan hukum dan lain selblagainya, 

se lhingga dapat dikatakan blahwa Pe lraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2014 selcara sublstansi cukup melmadai. itu tellah dikeltahui ble lrsama 

blagaimana mahalnya jasa hukum me lminta se lorang pe lngacara untuk blisa 

melmble lrikan blantuan hukum kelpadanya. BLe lranjak dari fakta yang te lrjadi, 

maka tidak salah dible lntuk se lbluah lelmblaga blantuan hukum yang b le lrsifat no 

profit yang me lrupakan upaya me lmblantu orang yang tidak mampu dalam 

blidang hukum.
35
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Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatau Pelngantar, (Yogyakarta: Rangkang 

E Lducation, 2013), h. 113. 

35
YLBLHI, Panduan BLantuan Hukum di Indonelsia,(Jakarta: Yayasan Oblor Indonelsia, 

2009), h.33. 
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Pos BLantuan Hukum (Posblakum) melrupakan langkah maju dalam 

upaya me lwujudkan akse ls ke ladilan blagi se lluruh masyarakat Indone lsia. Se ltiap 

individu tanpa melmandang status sosial atau elkonomi, ble lrhak melndapatkan 

pe lrlakuan yang sama di hadapan hukum. Pe lrma No 1 Tahun 2014 hadir 

se lblagai upaya untuk melwujudkan prinsip ke lse ltaraan dalam blidang hukum. 

d. Krite lria Le lmblaga Pe lmble lri Layanan Pos BLantuan Hukum (Posblakum) 

Le lmb laga yang ble lke lrjasama delngan pe lngadilan untuk melnjadi 

pe lmble lri layanan Pos BLantuan Hukum pe lngadilan selblagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 Pelraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 harus 

melme lnuhi kritelria se lblagai blelrikut:
36

  

a. BLe lrble lntuk bladan hukum.  

b. BLe lrdomisili di wilayah hukum pe lngadilan.  

c. Me lmiliki pelngalaman dalam melnangani pe lrkara atau ble lracara di 

pe lngadilan.  

d. Me lmiliki minimal satu orang advokat.  

e. Me lmiliki staf atau anggota yang nantinya ble lrtugas di Pos 

BLantuan Hukum (Posblakum) pelngadilan yang ble lrge llar minimal 

sarjana hukum atau sarjana syariah.  

f. Lulus te ls kualifikasi yang te ltapkan olelh pe lngadilan.  

g. Apablila melnye lrtakan mahasiswa untuk ble lrtugas di Pos BLantuan 

Hukum (Posblakum) pe lngadilan, harus tellah melne lmpuh 140 sks 
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Relpubllik Indonelsia, Pelraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, BLelrita Nelgara 

Relpubllik Indonelsia Tahun 2014 Nomor 59 telntang Peldoman Pelmblelrian Layanan Hukum BLagi 

Masyarakat Tidak Mampu di Pelngadilan, BLabl V, Pasal 26. 
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dan lulus mata kuliah hukum acara selrta praktelk hukum acara dan 

se llama blelrtugas ada di blawah pelngawasan se lorang advokat atau 

sarjana hukum atau sarjana syariah. 

De lngan de lmikian, dapat disimpulkan blahwa Pe lraturan Mahkamah 

Agung No 1 Tahun 2014 pada Pasal 26 tellah melmble lrikan kelrangka hukum 

yang je llas melnge lnai pe lnye lle lnggaraan Posblakum. Delngan tujuannya untuk 

melmastikan blahwa masyarakat yang melmblutuhkan blantuan hukum 

melndapatkan layanan yang ble lrkualitas dan profe lsional. 

e. Syarat dan Me lkanismel Pe lmblelrian Layanan Posblakum 

Adapun syarat untuk me lndapatkan layanan posblakum adalah selblagai 

ble lrikut:
37

 

(1) Se ltiap orang atau selke llompok orang yang tidak mampu se lcara 

e lkonomi dan/atau tidak melmiliki aksels pada informasi dan 

konsultasi hukum yang me lmelrlukan layanan ble lrupa pelmble lrian 

informasi, konsultasi, advis hukum, atau blantuan pelmbluatan 

dokumeln hukum yang diblutuhkan. 

(2) Tidak mampu selblagaimana yang dimaksud harus delngan 

mellampirkan blukti ble lrupa: 

a) Surat Ke lte lrangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Ke lpala 

De lsa se ltelmpat; atau; 
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Relpubllik Indonelsia, Pelraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, BLelrita Nelgara 

Relpubllik Indonelsia Tahun 2014 Nomor 59 telntang Peldoman Pelmblelrian Layanan Hukum BLagi 
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b) Surat Ke lte lrangan Tunjangan Sosial lainnya se lpe lrti Kartu 

Ke lluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Ke lse lhatan 

Masyarakat (Jamkelsmas), Kartu Program Ke lluarga Harapan 

(PKH), Kartu BLantuan Langsung Tunai (BLLT); atau 

c) Surat Pe lrnyataan Tidak Mampu yang dibluat dan 

ditandatangani Pelmohon BLantuan Hukum dan dikeltahui 

olelh Ke ltua Pe lngadilan Nelge lri. 

Layanan Pos BLantuan Hukum (Posblakum) dirancang untuk 

melmble lrikan aksels ke ladilan blagi masyarakat yang tidak mampu selcara 

e lkonomi dan yang ke lsulitan dalam melngakse ls informasi se lrta konsultasi 

hukum. Untuk dapat melmanfaatkan layanan ini, telrdaapat ble lble lrapa syarat 

yang harus dipelnuhi olelh, yang me lnce lrminkan komitmeln Posblakum dalam 

melmastikan blahwa blantuan hukum diblelrikan kelpada melre lka yang ble lnar-

ble lnar melmblutuhkan. 

Me lkanismel pe lmble lrian layanan Posblakum adalah selblagai blelrikut:
38

 

(1) Orang atau selke llompok orang yang melngajukan pe lrmohonan 

ke lpada posblakum pelngadilan delngan me lngisi formulir yang te llah 

dise ldiakan dan melmble lrikan pelrsyaratan yang dipe lrlukan. 

(2) Orang atau selkellompok orang yang sudah melngisi formulir dan 

melme lnuhi pelrsyaratan se lblagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

ayat (2) dan langsung me lne lrima layanan Posblakum pelngadilan. 
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(3)Pe lmblelri layanan Posblakum pe lngadilan akan melngkompilasi 

ble lrkas pelrkara pelne lrima layanan Posblakum pelngadilan se lblagai 

dokumelntasi pelngadilan yang te lrdiri dari: 

a) Formulir pe lrmohonan 

b) Dokume ln pelrsyaratan se lblagaimana. dimaksud dalam Pasal 22 

ayat (2) 

c) Kronologis pe lrkara se lpe lrti tanggal dan age lnda  pelrsidangan 

d) Dokume ln hukum yang te llah diblut di posblakum pelngadilan. 

e) Pe lrnyataan tellah dible lrikannya layanan yang ditandatangani 

olelh pe ltugas posblakum pe lngadilan dan pe lne lrima layanan 

posblakum pelngadilan. 

(4)Apablila pelne lrima layana posblakum pe lngadilan tidak sanggup 

melmblayar bliaya pe lrkara, maka pe ltugas posblakum pe lngadilan 

akan me lmble lrikan formulir pelrmohonan pelmb le lblasan bliaya 

pe lrkara untuk diajukan kelpada keltua pelngadilan. 

(5)Apablila pe lne lrima layana Posblakum pe lngadilan me lmelrlukan 

blantuan hukum ble lrupa pelndampingan di siding 

pe lngadilan, maka peltugas posb lakum pelngadilan akan 

melmble lrikan informasi melnge lnai prose ldur blantuan hukum di 

pe lngadilan dan daftar organisasi blantuan hukum se lblagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Te lntang 

BLantuan Hukum atau organisasi blantuan hukum atau advokat 

lainnya yang dapat me lmble lrikan blantuan hukum cuma-cuma." 
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De lngan de lmikian, selcara kelse lluruhan melkanismel pe lmble lrian 

layanan Posb lakum me lnunjukkan komitmeln untuk me lnye ldiakan aksels 

ke ladilan blagi masyarakat yang tidak mampu. De lngan Langkah-langkah yang 

jellas dan telrstruktur, Posblakum ble lrpe lran pe lnting dalam melndukung hak-hak 

hukum individu, me lngurangi hamblatan finansial, selrta melningkatkan 

ke lsadaran hukum di masyarakat. Mellalui  prosels ini, diharapkan seltiap 

individu dapat melmpe lrolelh blantuan hukum yang dipe lrlukan untuk melnjalani 

prose ls pe lradilan delngan le lblih adil dan transparan. 

5. Tinjaun Umum Telntang Pe lraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2014 

a. Latar BLellakang Te lrblelntuknya Pe lratuan Mahkamah Agung 

Pe lraturan Mahkamah Agung(Pe lrma) pe lrtama kali telrblit pada tahun 

1954 dan sampai delngan Agustus 2017 jumlahnya se lblanyak 66 pe lraturan 

de lngan ble lble lrapa diantaranya te llah dicablut. Pe lnyusunan Pe lrma te lrblanyak 

se lpanjang se ljarah telrjadi pada tahun 2016 de lngan jumlah selblanyak 14 

pe lraturan namun delmikian kelgiatan pe lnyusunan Pe lrma tidak pe lrnah 

melmfokuskan pada jumlahnya me llainkan pada urge lnsinya blagi pe lradilan dan 

masyarakat.
39

 

Ke ldudukan Pe lrma diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1985 telntang Mahkamah Agung (UU MA). Me lnurut Undang-Undang 

telrse lblut, Pe lrma blelrfungsi untuk me lngisi ke lkosongan hukum te lrhadap matelri 
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yang ble llum diatur dalam Undang-Undang. Se lblagai Le lmb laga yudikatif, 

Mahkamah Agung me lwakili welwe lnang untuk melneltapkan Undang-Undang. 

Ke lble lblasan ini hanya dapat digunakan dalam pelnye lle lnggaraan pelradilan. 

Paragraf pe lrtama pelnjellasan Pasal 79 UU MA me lnje llaskan blahwa MA 

melmiliki welwe lnang untuk me lmbluat pelraturan untuk melngisi ke lkurangan 

atau kelkosongan hukum dalam suatu hal se llama prosels pe lradilan.
40

 

De lngan de lmikian, Pelrma melmainkan pelran pelnting dalam syste lm 

hukum Indone lsia de lngan me lnye ldiakan pe ldoman yang je llas untuk 

pe llaksanaan tugas-tugas pe lradilan. Olelh karelna  itu, kelble lradaan Pelrma tidak 

hanya me lmpelrkuat posisi Mahkamah Agung se lblagai le lmb laga yudikatif, 

teltapi juga b le lrkontriblusi pada pelnciptaan ke ladilan yang le lblih e lfe lktif dan 

re lsponsif telrhadap kelblutuhan masyarakat.  

Pada awalnya, prose ls pe lnyusunan Pe lrma dimulai delngan SK Ke ltua 

MA yang me lne ltapkan Tim Ke llompok Ke lrja (POKJA) untuk rancangan 

Pe lrma telrte lntu. POKJA bliasanya dipimpin olelh hakim agung dan telrdiri dari 

para hakim, peljablat struktur, dan peljablat fungsional lainnya. Se llanjutnya, 

de lngan ble lrpe ldoman pada kelputusan KMA Nomor: 57/KMA/SK/1V/2016, 

tim POKJA me llakukan pe lmblahasan Rancangan Pe lraturan Mahkamah Agung 

(RAPE LRMA) khusus de lngan me lliblatkan pihak yang ble lrke lpe lntingan, se lpelrti 

ke ltua pelngadilan, pelne lliti, dan praktis hukum lainnya. Se lte llah RAPE LRMA 

dibluat, drafnya dise lrahkan kelpada keltua Mahkamah Agung untuk dise ltujui 

atau ditolak. Ke lputusan ini diputuskan dalam rapat pimpinan yang te lrdiri dari 
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Nur Sholikin, Melncelrmati Pelmblelntukan Pelraturan Mahkamah Agung (Pelrma), Jurnal 
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ke ltua Mahkamah Agung, Para Wakil Ke ltua Mahkamah Agung, Para Ke ltua 

Kamar, Ke ltua Tim POKJA, Juru blicara Mahkamah Agung, Ke lpala BLiro 

Hukum dan Humas, se lrta pihak lain yang ble lrtanggung jawabl.
41

 

De lngan de lmikian, selcara kelse lluruhan prose ldur pe lnyusunan Pe lrma 

melnunjukkan komitmeln Mahkamah Agung untuk me lnciptakan relgulasi yang 

re lsponsive l te lrhadap tantangan hukum yang dihadapi dalam praktik pelradilan. 

De lngan me lliblatkan blelrblagai  pihak dalam prose ls ini, Pelrma diharapkan dapat 

ble lrfungsi se lcara elfe lktif se lblagai instrumeln hukum yang me lmpelrkuat siste lm 

pe lradilan Indone lsia dan melnjawabl ke lblutuhan masyarakat akan keladilan. 

b. Pe lnge lrtian Pe lraturan Mahkamah Agung(Pe lrma) 

Me lnurut Kamus BLe lsar BLahasa Indone lsia, Pe lrma adalah Pelraturan 

Mahkamah Agung (pe lrma) adalah ble lntuk pelraturan yang ditujukan kel 

se llutuh jajaran pelradilan telrtelntu yang ble lrisi kelte lntuan blelrsifat hukum acara 

pe lradilan.
42

 BLe lrdasarkan lampiran kelputusan Ke lputusan Ke ltua Mahkamah 

Agung Re lpubllik Indone lsia blahwa pe lrma adalah pelraturan yang ble lrisi 

ke ltelntuan ble lrsifat hukum acara. Pe lrma adalah suatu jelnis pe lraturan 

pe lrundang-undangan  me lnurut pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 tahun 2011.
43

 

Pe lrma adalah pelraturan yang dikelluarkan olelh Mahkamah Agung 

se lblagai lelmblaga pelradilan telrtinggi di Indone lsia. Pelrma ble lrfungsi se lblagai 

pe ldoman blagi para hakim dalam melmutuskan suatu pe lrkara. Pelrma melngatur 
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Helnry P. Panggablelan. Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Selhari-Hari, (Jakarta: 

Sinar Harapan, 2001) , h. 144. 
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BLabl III, Pasal 8 Ayat (1)  
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ble lrblagai aspe lk dalam prosels pe lradilan, se lpe lrti tata cara pelngajuan 

pe lrmohonan, prosels pe lrsidangan, hingga pe llaksanaan putusan. Pelrma juga 

melngatur te lntang e ltika dan pelrilaku hakim dalam melnjalankan tugasnya.
44

  

Pe lrma melmiliki kelkuatan hukum yang melngikat se lmua pe lngadilan 

di Indone lsia. Artinya, putusan yang dike lluarkan olelh pe lngadilan harus se lsuai 

de lngan ke lte lntuan yang te lrdapat dalam Pelrma. Jika telrdapat pelrble ldaan antara 

putusan pelngadilan delngan ke lte lntuan dalam Pe lrma, maka putusan pelngadilan 

telrse lblut dapat digugat ke l Mahkamah Agung.
45

 

De lngan de lmikian, Pelrma melrupakan aturan hukum yang khusus 

melngatur tata cara atau proseldur dalam prose ldur pe lradilan di se lmua tingkatan 

pe lradilan.  Pe lrma ini dibluat olelh Mahkamah Agung dan ditujukan ke lpada 

se lluruh apparat pelradilan, blaik hakim, panitelra, maupun pihak-pihak yang 

ble lrpelrkara. 

c. Dasar Hukum Pe lraturan Mahkamah Agung  

a) Undang-Undang Dasaar Ne lgara Re lpubllik Indone lsia Tahun 1945 

Pasal  24 ayat (1): Me lngatur te lntang ke lkuasaan  kelhakiman yang 

melrde lka. Mahkamah Agung se lblagai lelmblaga te lrtinggi dalam 

ke lkuasaan kelhakiman me lmiliki kelwe lnangan untuk me lngatur te lknis 

pe lradilan.
46
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Diaksels di https://mh.uma.ac.id/pe lnge lrtian-pelrma-dan-yurisprudelnsi/ pada tanggal 11 

Novelmble lr 2024 

45
Iblid. 

46
Undang-undang Dasar Nelgara Relpubllik Indonelsia Tahun 1945, Lelmblaran Nelgara 
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b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 telntang Mahkamah Agung 

Pasal 79 : Me lmble lrikan we lwe lnang ke lpada Mahkamah Agung untuk 

melmbluat pelraturan telknis pe lradilan.
47

 

c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 te lntang Pe lmblelntukan 

Pe lraturan Pelrundang-undangan Pasal 8 ayat (1) : Me lngkate lgorikan 

Pe lrma selblagai salah satu jelnis pelraturan pe lrundang-undangan. 

De lngan de lmikian, Pelraturan Mahkamah Agung (Pe lrma) me lmiliki 

landasan yang kuat dan jellas dalam siste lm hukum Indonelsia dimana dasar 

hukum pelmbluatan Pelrma ini langsung ble lrsumblelr dari ble lble lrapa undang-

undang. 

d. Isi Pe lraturan Mahkamah Agung (Pe lrma) No 1 Tahun 2014 

BLe lrdasarkan Pelrma (Pelraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 

2014 ini ada 3 layanan yang di fasilitasi ole lh pe lngadilan yaitu Layanan 

Pe lmblelblasan BLiaya Pe lrkara, Sidang Diluar Ge ldung Pe lngadilan, dan 

Posblakum Pe lngadilan di lingkungan Pe lradilan Umum, Pelradilan Agama dan 

Pe lradilan Tata Usaha Nelgara.
48

 

Pe lraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 te lntang Pe ldoman 

Pe lmblelrian Layanan Hukum BLagi Masyarakat Tidak Mampu di Pelngadilan
  

melrupakan pelraturan yang ble lrtujuan untuk melmble lrikan aksels ke ladilan blagi 
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Relpubllik Indonelsia, Pelraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, BLelrita Nelgara 

Relpubllik Indonelsia Tahun 2014 Nomor 59 telntang Peldoman Pelmblelrian Layanan Hukum BLagi 

Masyarakat Tidak Mampu di Pelngadilan, BLabl II Pasal 4,h. 7 



37 
 

 
 

masyarakat yang tidak mampu selcara elkonomi dalam melnghadapi pe lrkara di 

pe lngadilan agar melndapatkan keladilan. 

Ole lh karelna itu, lahirnya PE LRMA Nomor 1 Tahun 2014 ini 

melmpunyai tujuan selblagai ble lrikut: 

1. Me lringankan blelblan bliaya yang harus ditanggung ole lh 

masyarakat yang tidak mampu selcara elkonomi di Pelngadilan. 

2. Me lningkatkan aksels te lrhadap kaelaadilan blagi masyarakat yang 

sulit atau tidak mampu melnjangkau Ge ldung Pe lngadilan akiblat 

ke ltelrblatasan bliaya, fisik atau ge lografis. 

3. Me lmblelrikan kelse lmpatan kelpada msyarakat yang tidak mampu 

melngakse ls konsultasi hukum unutk me lmpelrolelh informasi, 

konsultasi, advis dan pe lmbluatan dokumeln dalam melnjalani 

prose ls hukum di Pe lngadilan. 

4. Me lningkatkan kelsadaran dan pelnge ltahuan masyarakat telntang 

hukum mellalui pelnghargaan, pe lme lnuhan dan pelrlindungan 

telrhadap hak dan ke lwajiblannya. 

5. Me lmblelrikan layanan prima ke lpada masyarakat pelncari 

ke ladilan.
49

 

Pe lrma No. 1 Tahun 2014 melrupakan langkah pe lnting dalam upaya 

melwujudkan aksels ke ladilan blagi se lluruh masyarakat Indone lsia, khususnya 

blagi me lrelka yang tidak mampu. Pelrma No 1 Tahun 2014 ini melmble lrikan 
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harapan untuk melndapatkan keladilan tanpa telrble lblani olelh bliaya pe lrkara. 

Me lre lka dapat melngajukan pelrmohonan blantuan hukum kel Pelngadilan dan 

melndapatkan pelndampingan hukum dari para Advokat se lcara gratis. 

6. Tinjauan Umum Telntang Fiqh Siyasah 

a. Pe lnge lrtian Fiqh Siyasah 

Fiqh siyasah melrupakan tarkibl idhafi atau kalimat majelmuk yang 

telrdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Se lcara eltimologi, fiqh 

melrupakan ble lntuk masdhar (ge lrund) dari tafsiran kata faqiha-yafqahu-fiqhan 

yang ble lrarti pelmahaman yang me lndalam dan akurat selhingga dapat 

melmahami tujuan ucapan dan atau tindakan telrte lntu. Seldangkan se lcara 

telrminologi, fiqh le lblih populelr dide lfinisikan se lblagai ilmu telntang hukum-

hukum syara‟ yang ble lrsifat pe lrbluatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang 

rinci.
50

  

Se ldangkan se lcara telrminologis blanyak de lfinisi siyasah yang di 

ke lmukakan olelh para ahli hukum Islam. Me lnurut Ablu alWafa Ibln Aqil, 

siyasah adalah suatu pelrbluatan yang dapat melngantar rakyat le lblih de lkat 

ke lpada kelmaslahatan dan lelb lih jauh dari ke lrusakan, kelndati pun Rasulullah 

tidak melne ltapkannya dan Allah juga tidak melnurunkan wahyu untuk 

melngaturnya.
51

  

Dari uraian telntang pe lnge lrtian istilah fiqh dan siyasah dari se lgi 

e ltimologis dan telrminologis dapat disimpulkan blahwa pelnge lrtian Fiqh 
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siyasah atau Fiqh Syar‟iyah melrupakan ilmu yang me lmpe llajari hal-hal dan 

se lluk-ble lluk pe lngatur urusan umat dan ne lgara de lngan se lgala ble lntuk hukum, 

pe lngaturan dan kelblijaksanaan yang dibluat olelh pelme lgang ke lkuasan yang 

se ljalan delngan dasar-dasar ajaran syariat untuk me lwujudkan kelmaslahatan 

umat.  

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

 Para ulama ble lrble lda pelndapat telntang ruang lingkup kajian fiqih 

siyāsah (siyāsah syar'iyyah) diantaranya ada yang me lne ltapkan blahwa itu  

telrdiri dari lima blidang. Se lmelntara yang lain ada pula melne ltapkannya blahw 

itu telrdiri dari elmpat atau tiga blidang. BLahkan blelble lrapa ulama melmblaginya 

melnjadi dellapan blidang. Namun pe lrble ldaan ini se lmua selble lnarnya tidak telrlalu 

prinsip, karelna hanya ble lrsifat telknis.
52

 

T. M. Hasbli Ash Shiddie lqy se lblagaimana yang dikutip dalam 

blukunya Muhammad Iqblal, me lmblagi ruang lingkup fiqh siyāsah me lnjadi 

de llapan blidang, de llapan blidang se lblagai ble lrikut:  

a. Ke lblijaksanaan telntang pe lraturan pe lrundang-undangan(Siyāsah 

Dusturiyyah Syar‟iyyah). 

b. Ke lblijaksanaan teltang pe lne ltapan hukum (Siyāsah Tasyri‟iyyah 

Syar‟iyyah). 

c. Ke lblijaksanaan pelradilan (Siyāsah Qadha`iyyah Syar‟iyyah).  

d. Ke lblijaksanaan elkonomi dan monelte lr (Siyāsah Mâliyyah Syar‟iyyah).  

e. Ke lblijaksanaan administrasi nelgara (Siyāsah Idariyyah Syar‟iyyah).  
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f. Ke lblijaksanaan hublungan luar ne lge lri atau intelrnasional (Siyāsah 

Dauliyyah/Siyāsah Kharijiyyah Sya‟iyyah).  

g. Politik pellaksanaan undang-undang(Siyāsah Tanfîdziyyah Syar‟iyyah).  

h. Politik pelpelrangan (Siyāsah Harbliyyah Sya‟iyyah). 
53

 

Se lmelntara melnurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyāsah 

(Siyāsah Syar‟iyyah) itu melncakup blelble lrapa hal, yaitu :  

1) Ke lblijaksanaan pelmelrintah telntang pe lraturan pelrundangundangan 

(Siyāsah Dusturiyyah).  

2) E Lkonomi dan moneltelr (Siyāsah Mâliyyah).  

3) Pe lradilan (Siyāsah Qadha`iyyah).  

4) Hukum pe lrang (Siyāsah Harbliyyah).  

5) Administrasi ne lgara (Siyāsah `Idariyyah). 
54

 

De lngan de lmikian, se lcara selde lrhana dapat di lihat jika melmahami 

ruang lingkup fiqh siyasah akan dapat melne lrapkan nilai-nilai Islam dalam 

ke lhidupan ble lrnelgara dan melnye lle lsaikan ble lrblagai pelrsoalan yang dihadapi 

umat manusia. 

Jika selsuai selmangat kelmaslahatan dan jiwa syar„iat maka ke lblijakan 

dan pelraturan pelrundangundangan yang diteltapkan olelh pe lnguasa telrse lblut 

wajibl dipatuhi dan diikuti. Hal ini selsuai delngan firman Allah SWT. dalam 

Al-Qur‟an surah An-Nisa ayat 59 yang ble lrblunyi : 
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 فـَردُُّوْهُُ شَيْءٍُ فُِْ تَـنَازَعْتُمُْ فَاِنُْ ۖ َمِنْكُمُْ الَْمْرُِ وَاوُلُِ الرَّسُوْلَُ وَاَطِيـْعُوا اللّٰوَُ اَطِيـْعُوا اَۖ اٰمَنُـوُْ الَّذِيْنَُ ايَّـُهَاَۖ يُٰ
وُِ اِلَُ وُِ تُـؤْمِنُـوْنَُ كُنْتُمُْ اِنُْ وَالرَّسُوْلُِ اللّٰ  ࣖتَأْوِيْلًُ اَحْسَنُُوَّ خَيـْرٌُ ذٰلِكَُ ۖ َالْٰخِرُِ وَالْيـَوْمُِ باِللّٰ

Artinya:“Hai orang-orang yang ble lriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Ke lmudian jika kamu 

ble lrlainan pelndapat te lntang selsuatu, maka kelmblalikanlah ia 

kelpada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu ble lnar-

ble lnar ble lriman kelpada Allah dan hari kelmudian. Yang de lmikian itu 

lelblih utama (blagimu) dan lelblih blaik akiblatnya.”. 
55

 (Q.S. An-Nisa/ 

4 : 59). 

   

Di dalam kitablnya Al-Misblah, M. Quraish Shihabl melnye lblutkan 

blahwa keltaatan kelpada Allah SWT. Dan Rasul-Nya adalah mutlak dan tidak 

blisa ditawar. Ke ltaatan ini harus dilakukan de lngan pe lnuh ke lsadaran blahwa 

tidak ada pelrintah dari Rasul yang ble lrtelntangan de lngan pe lrintah Allah 

SWT.
56

 

Dari ayat di atas me lmblelrikan panduan yang sangat re lle lvan blagi para 

pe lmble lri layanan blantuan hukum dalam melnjalankan tugasnya. Se lcara garis 

ble lsar, ayat ini me lnelkankan blahwa pe lntingnya ke ltaatan kelpada Allah SWT, 

Rasul-Nya, dan pe lmimpin yang adil, se lrta melndorong pe lme lcahan masalah 

hukum delngan ble lrpe ldoman pada Al-Qur‟an dan Sunnah. 

Prinsip-prinsip pe lmelrintahan Islam adalah kelble lnaran yang dijadikan 

dasar pelnye lle lnggaraan pelmelrintah dalam pelrspe lktif Islam. Prinsip dari 

pe lmelrintahan Islam selblagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir 

Azhary ada se lmblilan (9) prinsip, adapun prinsip telrse lblut se lblagai ble lrikut: 

a) Prinsip musyawarah.  

b) Prinsip pe lrlindungan telrhadap Hak Asasi Manusia .  

                                                             
55

Kemenag, Al-Qur‟an Terjemahan Kementerian Agama Relpubllik Indonelsia op.cit, h. 87.  

56
M. Quraish Shihabl, Tafsir Al-Mishblah, Jilid 2, (Jakarta: Lelntelra Hati, 2002), h. 482.  
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c) Prinsip pe lrsamaan.  

d) Prinsip ke ltaatan rakyat.  

e) Prinsip ke ladilan.  

f) Prinsip pe lradilan ble lblas.  

g) Prinsip pe lrdamaian.  

h) Prinsip ke lse ljahtelraan.
57

 

De lngan de lmikian, prinsip-prinsip pe lmelrintahan Islam di atas 

melmble lrikan pondasi yang kuat blagi pe lnye lle lnggaraan nelgara. Posblakum 

se lblagai Le lmblaga yang me lmble lrikan blantuan hukum kelpada msyarakat 

melmiliki pelran yang sangat pe lnting dalam melwujudkan prinsip-prinsip 

telrse lblut agar dapat me lmble lrikan kontriblusi yang signifikan dalam 

melmblangun masyarakat yang adil, se ljahtelra, dan ble lrmartablat. 

c. Siyasah Tanfidziyah 

Dalam pelnellitian ini yang ble lrhublungan pada pelne llitian yaitu fiqh 

siyasah tanfidziyyah syar‟iyyah yang diorielntasikan untuk kelmaslahatan 

rakyat.
58

 Siyasah tanfidziyah me lrupakan blagian fiqh siyāsah yang me lmblahas 

masalah pelrundang-undangan ne lgara. Dalam blagian ini diblahas antara lain 

konse lp-konse lp konstitusi (undang-undang dasar ne lgara dan seljarah lahirnya 

pe lrundang undangan dalam suatu nelgara), lelgislasi (blagaimana cara 

pe lrumusan undang-undang), le lmblaga de lmokrasi dan syura yang me lrupakan 

pilar pe lnting dalam pelrundang-undangan te lrse lblut. Tujuan dibluatnya 

                                                             
57

Yusdani, Fiqh Politik Muslim Doktrin Seljarah Dan Pelmikiran, (Yogyakarta: Amara 

BLooks, 2011), h. 45 

58
Al-Maududi Ablu A‟la, Sistelm Politik Islam, (BLandung: Mizan, 5995), Celt Kel- IV, 

h.247. 
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pe lraturan pelrundang-undangan adalah untuk melwujudkan kelmaslahatan 

manusia dan untuk melmelnuhi kelblutuhan manusia.
59

 

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah mellaksanakan undang-undang. 

Di sini ne lgara me lmiliki kelwe lwe lnangan untuk me lnjablarkan dan 

melngaktualisasikan pelrundang-undangan yang te llah dirumuskan telrse lblut. 

Dalam hal ini nelgara mellakukan ke lblijaksanaan blaik yang ble lrhublungan 

de lngan dalam nelge lri maupun yang me lnyangkut de lngan hub lungan se lsama 

ne lgara (hublungan inte lrnasional).
60

 

Pe lrmasalahan di dalam fiqh siyasah tanfidziyah adalah hublungan 

antara pe lmimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain se lrta kellelmblagaan-

ke llelmblagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Ole lh karelna itu, di dalam   

bliasanya diblatasi hanya me lmblahas pelngaturan dan pelrundang-undangan yang 

dituntut olelh hal ihwal kelne lgaraan dari se lgi pe lrse lsuaian delngan prinsip-

prinsip agama dan melrupakan relalisasi kelmaslahatan manusia se lrta 

melme lnuhi kelblutuhannya.
61

 

De lngan de lmikian, Fiqh Siyasah Tanfidziyah ini melrupakan cablang 

ilmu dalam Islam yang me lmb lahas te lntang pe llaksanaan hukum-hukum syariat 

dalam kontelks nelgara. Fokus utama dari fiqh ini yaitu pada pellaksanaan 

undang-undang yang te llah dibluat. De lngan me lmahami pelnge lrtian dan tugas 

dari fiqh telrse lblut dapat melmblangun ne lgara yang adil, Makmur, dan blelradabl. 

                                                             
59

Iblid., 57. 

60
Yusdani, Fiqh Politik Muslim Doktrin Seljarah Dan Pelmikiran, (Yogyakarta: Amara 

BLooks,2011)و h. 56. 

61
A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Melnyellelsaikan Masalah Yang 

Praktis, (Jakarta: Kelncana Prelnadameldia Grup, 2014), Celt. Kel-5, h. 7. 
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B. Penelitian Terdahulu  

Tinjauan pelnellitian telrdahulu melrupakan salah satu acuan dalam 

mellakukan pelne llitian selhingga pe lnulis blisa melmpelrblanyak konse lp yang 

digunakan dalam melngkaji pe lnellitian yang akan dilakukan. Adapun blelble lrapa 

pe lnellitian telrdahulu yang me lnjadi landasan dalam mellakukan pe lnellitian ini 

diantaranya se lblagai ble lrikut:  

1. Pe lne llitian Nuriasmin Rahmadany Sune lth, tahun pelnellitian 2016 delngan 

judul Tinjauan Telrhadap ELksistelnsi dan Pe lran Pos BLantuan Hukum 

Dalam Pelnye lle lsaian Pelrkara Pelrdata di Pelngadilan Nelge lri 

Sungguminasa me lnggunakan me ltodel de lskriptif kualitatif, adapun hasil 

pe lnellitiannya adalah pelran dari Posb lakum di Pe lngadilan Ne lge lri 

Sungguminasa ble lrawal pada pelmblelrian informasi blagi melre lka yang 

datang kelpada Posblakum dan blelrakhir pada pelmbluatan surat 

pe lrmohonan maupun surat gugatan untuk ble lracara tanpa sampai masuk 

ke l ruang sidang. Dikare lnakan jasa yang dible lrikan ole lh Posblakum 

blukanlah jasa advis atau advokasi selcara melnye lluruh, tapi hanya jasa 

advokasi ble lrupa gamblaran hal yang akan dilakukan blagi para pihak 

yang he lndak ble lrpelrkara di pelngadilan dan jasa pe lmbluatan surat 

pe lrmohonan maupun surat gugatan yang nantinya akan dise lrahkan 

ke lpada Pelngadilan Ne lge lri Sungguminasa se lblagai salah satu syarat 

ble lracara blaik ia selblagai pe lnggugat/te lrgugat maupun 

pe lmohon/telrmohon. Pe lrsamaan antara pelne llitian Nuriasmin dan 

pe lnellitian yang dilakukan pelnulis adalah sama-sama melne lliti telntang 
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posblakum. Se ldangkan pe lrble ldaannya adalah, pelnulis melnggunakan 

pe lrspe lktif hukum Islam seldangkan Nuriasmin nuriasmin tidak 

melnggunakan pe lrspe lktif hukum Islam.  

2. Pe lne llitian yang dilakukan olelh Fe lblri Hardiansyah, tahun pe lne llitian 

2016 de lngan judul Ke ldudukan Pos BLantuan Hukum (POSBLAKUM) 

LBLH SE LJAHTE LRA dalam Melmble lrikan BLantuan Hukum dalam 

Pe lmelriksaan Pelrkara Pidana melnggunakan meltode l pelne llitian 

de lskriptif, adapun hasil pelne llitiannya adalah Pos BLantuan Hukum LBLH 

Se ljahtelra dalam melmble lrikan blantuan hukum pelmelriksaan pelrkara 

pidana hanya sampai tingkat pelrtama dan untuk tingkat sellanjutnya 

yaitu tingkat blanding, kasasi, dan pe lninjauan kelmblali, Pos BLantuan 

Hukum LBLH Se ljahtelra tidak blisa melmble lrikan blantuan hukum selcara 

cuma-cuma lagi dan apablila orang telrse lblut masih ingin melnggunakan 

jasa dari Pos BLantuan Hukum LBLH Se ljahte lra dalam ble lntuk 

pe lndampingan di pelrsidangan maka harus ada surat kuasa dan hams 

melnge lluarkan dana. Pelrsamaanya antara pe lnellitian Fe lblri dan pelne llitian 

yang dilakukan pe lnulis adalah sama-sama melne lliti telntang Pos BLantuan 

Hukum. Se ldangkan pe lrble ldaannya, pe lnulis melmblahas pe llaksanaan 

Pe lrma No 1 Tahun 2014 dalam memberikan bantuan hukum kepada 

masyarakat miskin olelh Pos BLantuan Hukum se ldangkan Fe lblri 

melmblahas Ke ldudukan dari Pos BLantuan Hukum. 

3. Pe lne llitian yang dilakukan olelh Rizky Wijaya, Unive lrsitas Islam Ne lge lri 

Sulthan Thaha Saifuddin delngan judul skripsi BLantuan hukum blagi 
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masyarakat miskin di kablupateln ke lrinci pada tahun 2021.  Adapun 

pe lnellitian ini melnggunakan pe lnde lkatan kualitatif delngan jelnis 

pe lnellitian yuridis e lmpiris, yakni pe lne llitian delngan me lnguap fakta 

ke ladaan yang se lble lnarnya te lrjadi di lapangan untuk me lnge ltahui dan 

melngumpulkan data yang diblutuhkan dalam pelne llitian, se ltellah data 

telrkumpul ke lmudian diamblil ke lsimpulan dan te lrmasuk pelnye lle lsaian 

masalah. Hasil Pe lmblahasan dari pelnellitian Rizky Wijaya adalah le lblih 

ke lpada tata cara pelme lrintah ble lke lrja selpe lrti blagaimana pelmelriksaannya, 

dan melngapa blanyak pe lrkara yang tidak lolos, hal ini dikarelnakan 

kurangnya syarat-syarat yang te llah ditelntukan, se lrta upaya blagi 

pe lmelrintah dalam melningkatkan blantuan hukum, se lpelrti melningkatkan 

akse ls telrhadap keladilan. Pelrsamaanya antara pelne llitian Rizky Wijaya 

dan pelne llitian yang dilakukan pe lnulis adalah sama-sama melnelliti 

telntang Pos BLantuan Hukum. Se ldangkan pe lrble ldaannya, pe lnulis 

melnggunakan pe lrspe lktif hukum Islam se ldangkan Rizky Wijaya tidak 

melnggunakan pe lrspe lktif hukum Islam. 

4. Pe lne llitian yang dilakukan olelh Hardianto (2020) yang ble lrjudul 

E Lksistelnsi Pos BLantuan Hukum (Posblakum) Dalam Melmblelrikan 

Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Palopo. Adapun 

dalam pelne llitian ini melnyimpulkan Posblakum di Pelngadilan Ne lge lri 

telrble lntuk se ljak kelluarnya Pe lraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 

Tahun 2014 telrkait pelmblelntukan Posblakum di seltiap pelngadilan 

se lluruh Indone lsia selrta pe lnelliti melnyimpulkan blahwa masih blanyak 
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masyarakat miskin yang ble llum me lnge ltahui elksistelnsi Posblakum. 

Pe lrsamaannya antara pe lnellitian Hardianto dan pelne llitian yang 

dilakukan olelh pe lnulis adalah sama-sama me lnelliti telntang Pos BLantuan 

Hukum. Se ldangkan yang me lmbleldakannya adalah pelne llitian telrse lblut 

hanya melmblahas elksiste lnsi atau kelble lradaan Posblakum seldangkan 

pe lnellitian ini melmblahas telntang pe llaksanaan Pelrma No 1 Tahun 2014 

dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin olelh Pos 

BLantuan Hukum. 

5. Jurnal yang ditulis ole lh  Yuhana Una, Mhd Fakhrurrahman Arif (2022) 

yang ble lrjudul telntang Pe lran Pos BLantuan Hukum(Posblakum) Dalam 

Me lmblelrikan Layanan BLantuan Hukum di Pe lngadilan Agama Kuala 

Tungkal di Tinjau Pelrma Nomor 1 Tahun 2014 BLabl V Pasal 25. Dalam 

pe lnellitian telrse lblut melnyimpulkan blahwa Pe lran Posblakum di 

Pe lngadilan Agama Kuala Tungkal dalam melmble lrikan blantuan layanan 

hukum blelrupa melmble lrikan informasi, konsultasi, atau advis hukum 

yang tidak sampai tahap melndampingi atau melwakili di dalam ruang 

pe lrsidangan, melmbluatkan dokumeln-dokumeln yang diblutuhkan blagi 

pe lmohon layanan Pos BLantuan Hukum yang tidak mampu. Pelrsamaan 

antara pelne llitian yang dilakukan olelh Yuhana Una,dkk delngan yang 

dilakukan olelh Pe lnulis ada sama-sama melne lliti telntang Pos BLantuan 

Hukum. Se ldangkan yang me lmbleldakannya adalah pelne llitian telrse lblut 

melmblahas blabl V  pasal 25  se ldangkan pe lne llitian ini melmblahas Pasal 1. 
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6. Jurnal yang ditulis ole lh Zulkifli, La Ode l Huse ln, dan Askari Razak 

(2022) yang ble lrjudul Pe lmblelrian BLantuan Hukum BLagi Masyarakat 

Miskin Ole lh Ne lgara Dalam Pe lrspe lktif Hak Asasi Manusia. Dalam 

pe lnellitian telrse lblut me lnyimpulkan blahwa me lkanisme l pelmble lrian 

blantuan hukum blagi masyarakat miskin ble lrdasarkan Pe lraturan 

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 sangat me lmblantu 

masyarakat tidak mampu delngan me llakukan pelmble lrian informasi, 

konsultasi, atau advis hukum dan pelmbluatan dokumeln hukum yang 

diblutuhkan selrta pelnye ldiaan informasi daftar Organisasi BLantuan 

Hukum se lblagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2011 telntang BLantuan Hukum atau Organisasi BLantuan Hukum 

atau Advokat lainnya yang dapat melmb le lrikan blantuan hukum cuma-

cuma selblagaimana keltelntuan pasal 25. Pe lrsamaan antara pelne llitian 

yang dilakukan olelh Zulkifli, La Ode l Huse ln, dan Askari Razak dan 

yang dilakukan olelh pe lnulis adalah  sama-sama melne lliti  te lntang 

Posblakum. Se ldangkan yang me lmbleldakannya adalah pelnellitian telrse lblut 

di bluat melnurut pe lrspe lktif Hak Asasi Manusia se ldangkan pe lnellitian ini 

melnurut pe lrspe lktif Fiqh Siyasah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jelnis pelne llitian ini adalah Pelnellitian Sosiologi (fie lld Relse larch) yaitu 

data dipelrole lh de lngan me llaksanakan pelne llitian langsung di lapangan untuk 

melngumpulkan data primelr dan data se lkunde lr yang pe lngumpulan datanya 

didapat langsung dari re lsponde ln mellalui oblse lrvasi, wawancara, dokumelntasi 

dan studi pustaka.
62

 Dari uraian telrse lblut, maka jelnis pe lne llitian yang akan 

dilakukan olelh pe lnulis adalah pelnellitian lapangan atau kualitatif. 

 

B. Pendekatan Penelitian  

Pe lnde lkatan pelne llitian melnggunakan pe lnde lkatan kualitatif artinya 

pe lnellitian yang ble lrlandaskan pada filsafat postpositivisme l, digunakan untuk 

melne lliti pada kondisi obljelk yang alamiah, dimana pelne lliti adalah selblagai 

instrumeln kunci, telknik pe lngumpulan data dilakukan se lcara triagulasi 

(gablungan), analisis data ble lrsifat induktif/kualitatif, dan hasil pelne llitian 

kualitatif lelblih me lne lkankan makna dari pada ge lne lralisai. 
63

 Me ltode l kualitatif 

digunakan untuk melndapatkan data yang se lble lnarnya, data yang me lngandung 

makna. Makna adalah data yang se lble lnarnya, data yang pasti melrupakan suatu 

nilai di blalik data yang tampak.   

 

 

                                                             
62

Sugiyono, Meltodel Pelnellitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (BLandung: Alfablelta, 

2015), celt. kel-22, h. 205. 

63
Iblid., h. 9 
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C. Lokasi Penelitian 

Lokasi pe lne llitian adalah telmpat dimana pelnulis mellakukan 

pe lnellitian dan melngumpulkan data dari informan ataupun obljelk pe lne llitian 

yang dite lliti. Telmpat yang akan dijadikan se lb lagai lokasi pelne llitian adalah di 

Pe lngadilan Ne lge lri Te lmblilahan. Alasan pe lnulis melmilih telmpat telrse lblut 

adalah karelna lokasi telrse lblut se lsuai de lngan pe lrmasalahan pelne llitian. Wilayah 

Tembilahan memiliki populasi dengan tingkat ekonomi yang bervariasi, 

termasuk masyarakat miskin yang menjadi sasaran utama layanan Posbakum. 

Hal ini memungkinkan penelitian mendapatkan data yang relevan dan 

mendalam. 

 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Sublje lk Pe lne llitian 

Sublje lk pelne llitian adalah informan yang ble lrarti orang pada latar 

pe lnellitian yang dapat melmble lrikan informasi me lnge lnai situasi dan kondisi 

latar blellakang. 
64

De lngan de lmikian  subljelk pada pelne llitian ini adalah para 

staff yang te lrliblat langsung dalam me lnangani  pe lrmasalahan pos blantuan 

hukum di Pelngadilan Ne lge lri Te lmblilahan. 

2. Oblje lk Pe lnellitian 

Oblje lk pelne llitian adalah kelgiatan yang melmpunyai variasi telrtelntu 

yang dipilih olelh pelnulis untuk dipellajari kelmudian blaru disimpulkan. 

                                                             
64

Lelxy J Molelong, Meltodel Pelnellitian Kualitatif ELdisi Relvisi, (BLandung: Relmaja 

Rosdakarya, 2017), Celt. Kel-37, h. 6  
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Se ldangkan Oblje lk pelne llitian ini adalah Pe llaksanaan Pelraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2014 telntang Pos BLantuan Hukum.  

E. Informan Penelitian 

 Dalam pelne llitian kualitatif tidak melnggunakan istilah populasi, 

teltapi ole lh Spradlely dinamakan “social situation” atau situasi social yang 

telrdiri atas tiga ellelme ln yaitu: te lmpat (placel), pellaku(actors), dan 

aktivitas(activity) yang ble lrinte lraksi selcara sinelrgis.
65

 Situasi sosial ini blisa 

dikatakan selb lagai oblje lk pelne llitian. 

 Dalam pelne llitian kualitatif tidak me lnggunakan populasi, karelna 

pe lnellitian kualitatif blelraangkat dari kasus telrte lntu yang ada pada situasi 

social telrtelntu dan hasil kajiannya tidak akan dible lrlakukan kel populasi, teltapi 

ditransfelrkan kel telmpat lain pada situasi social yang me lmiliki kelsamaan 

de lngan situasi social pada kasus yang dipe llajari.
66

 

 Sampell dalam pelnellitian kualitatif blukan dinamakan relsponde ln, 

teltapi selblagai narasumblelr, partisipan, informan. Dan Sampell dalam 

pe lnellitian kualitatif blukan dise lblut sampell statistik, teltapi sampell teloritis. 

 Dalam pelne llitian ini, pe lnulis melngamblil 5 informan yang te lrdiri dari 

1 orang staff advokat posblakum Pe lngadilan Ne lge lri Te lmblilahan, 1 orang staff 

paralelgal posblakum Pe lngadilan Ne lge lri Te lmblilahan, 1 orang pe lgawai blagian 

ble lndahara pelnge lluaran Pelngadilan Nelge lri Te lmblilahan, 1 orang staff PTSP 

blagian umum pelrdata, dan 1 orang masyarakat yang me lnggunakan layanan 

                                                             
65

Sugiyono, Meltodel Pelnellitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (BLandung: Alfablelta, 

2015), Celt. Kel-22, h. 215  

66
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posblakum. Delngan de lmikian, selmua informan yang pe lnulis amblil dalam 

pe lnellitian ini selblanyak 5 orang informan. 

F. Sumber Data Penelitian 

1. Data Primelr 

Data primelr adalah data yang dipe lrole lh langsung dari pe ltugas 

advokat Posb lakum, paralelgal posblakum, ble lndahara pelnge lluaran, Pe ltugas 

Pe llayanan Te lrpadu Satu Pintu (PTSP), dan masyarakat yang me lnggunakan 

layanan blantuan hukum posblakum. Selme lntara melnurut Abldurahman Fathoni 

melngungkapkan blahwa data primelr adalah data yang langsung dikumpulkan 

olelh pe lne lliti dari sumble lr pelrtama.
67

 Dalam pelne llitian ini yang me lnjadi 

sumble lr data primelr adalah data yang dipelrole lh dari hasil pelne llitian pada 

Posblakum di Pe lngadilan Nelge lri Te lmblilahan. 

2. Data Selkunde lr 

Data se lkundelr adalah data yang me lndukung data prime lr yang te lrdiri 

dari bluku-bluku, jurnal atau skripsi, se lmelntara melnurut Abldurahman Fathoni 

adalah data yang sudah jadi bliasanya te llah telrsusun dalam blelntuk dokumeln, 

misalnya me lnge lnai data delmografis suatu daelrah dan se lblagainya.
68

 Data 

se lkunde lr yang dipe lrole lh pe lnelliti dari bluku-bluku yang me lmpunyai re llelvansi 

de lngan pe lrmasalahan yang akan dikaji dalam pelne llitian ini. 

 

 

                                                             

67
Abldurahman Fathoni, Meltodologi Pelnellitian dan Telknik Pelnyusunan Skripsi (Jakarta: 

Rinelka Cipta, 2011), h. 38. 

68
Iblid, h. 40. 
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3. Data Telrsielr 

Data telrsie lr adalah blahan-blahan matelri pe lnjellasan telrhadap data 

primelr dan se lkundelr yang ada. Adapun data yang digunakan dalam pelne llitian 

ini adalah Jurnal dan intelrne lt. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Telknik pe lngumpulan data melrupakan langkah yang paling strate lgis 

dalam pelnellitian, karelna tujuan utama dalam pelne llitian adalah melndapatkan 

data. Dalam suatu pelne llitian, langkah pe lngumpulan data adalah satu tahap 

yang sangat melne lntukan telrhadap prose ls dan hasil pelnellitian yang akan 

dilaksanakan telrse lblut.  

Alat pe lngumpulan data yang ble lnar akan melnghasilkan data yang 

melmiliki kreldiblilitas tinggi, ole lh karelna itu tahap pelngumpulan data tidak 

blolelh salah dan harus dilakukan de lngan celrmat se lsuai de lngan prose ldur dan 

ciri-ciri pelnellitian kualitatif. Meltodel pe lngumpulan data yang digunakan 

dalam pelne llitian ini adalah selblagai ble lrikut:  

1. Oblse lrvasi  

Me ltodel oblse lrvasi adalah pelngamatan dan pelncatatan sistelmatis 

telrhadap ge ljala yang dite lliti. Oblse lrvasi diartikan selblagai pelngamatan dan 

pe lncatatan selcara sistelmatis telrhadap ge ljala yang tampak pada oblje lk 

pe lnellitian. Observasi dilakukan dengan mengumpulkan testimoni masyarakat 

atas layanan hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan juga daftar 

layanan yang telah dilakukan oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum). 
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2. Wawancara  

Wawancara atau intelrvielw pada prinsipnya blelrusaha untuk melnggali 

ke ltelrangan yang le lblih dalam dari selbluah kajian dari sumble lr yang re lle lvan, 

ble lrupa pelndapat, kelsan, pe lngalaman, pikiran dan selblagainya.
69

 Pencarian 

data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab langsung kepada 

staff advokat posbakum Pengadilan Negeri Tembilahan, staff paralegal 

posbakum Pengadilan Negeri Tembilahan, Pegawai bagian bendahara 

pengeluaran Pengadilan Negeri Tembilahan, staff PTSP bagian umum 

perdata, dan masyarakat yang menggunakan layanan posbakum. 

3. Dokume lntasi  

Dokumentasi adalah telknik pelngumpulan data dimana pelne lliti 

melnye llidiki b le lnda-ble lnda te lrtulis selpe lrti bluku,dokumeln,foto wawancara, dan 

lain-lain. 

4. Studi Ke lpustakaan 

Studi kelpustakaan yaitu pe lnulis melngamblil data-data yang 

ble lrsumblelr 

dari bluku-bluku yang ble lrhublungan de lngan masalah yang dite lliti.
70

 

 

H. Analisis Data 

Pada tahap ini data digunakan se ldelmikian rupa se lhingga dipe lrolelh 

ke lblelnaran-ke lble lnarann yang dipakai untuk me lnjawabl pe lrsoalan yang akan 

diajukan dalam pe lnellitian. Analisis ini pe lnulis lakukan delngan Langkah-

langkah se lblagai ble lrikut: 

                                                             

69
Djam‟an Satori, Meltodologi Pelnellitian Kualitatif, (BLandung : Alfablelta, 2010), celt. kel- 

3, h. 130.   

70
BLamblang Praseltyo, Meltodologi Pelnellitian Kuantitatif (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 

2002), h. 186 
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1. Re lduksi Data (Data Relduction) 

Me lre lduksi data ble lrarti melrangkum, me lmilih hal-hal yang pokok, 

melmfokuskan pada hal-hal yang pe lnting, dicari telma dan polanya. De lngan 

de lmikian data yang te llah dire lduksi akan me lmblelrikan gamblaran yang le lblih 

jellas, dan me lmpelrmudah pelnulis untuk mellakukan pe lngumpulan data 

se llanjutnya, dan melncarinya b lila dipelrlukan.
71

 

2. Pe lnyajian Data (Data Display) 

Pe lnyajian data dilakukan dalam ble lntuk uraian singkat, blelgan, 

hublungan antar katelgori, flowcard dan se ljelnisnya. De lngan me lndisplay kan 

data, maka akan melmudahkan untuk melmahami apa yang te lrjadi, 

melre lncanakan kelrja se llanjutnya ble lrdasarkan apa yang te llah dipahami 

telrse lblut.
72

 

3. Pe lnarikan Ke lsimpulan 

Ke lsimpulan dalam pelne llitian kualitatif mungkin dapat melnjawabl 

rumusan masalah yang dirumuskan se ljak awal, teltapi  mungkin juga tidak, 

karelna masalah dan rumusan masalah dalam pelne llitian kualitatif masih 

ble lrsifat selmelntara dan akan ble lrke lmblang se lte llah pelne llitian blelrada di 

lapangan. Ke lsimpulan dalam pelne llitian kualitatif melrupakan telmuan blaru 

yang se lble llumnya ble llum pe lrnah ada. Telmuan dapat ble lrupa gamblaran suatu 

obljelk yang se lble llumnya masih relmang-re lmang se lhingga se lte llah dite lliti 

melnjadi jellas.
73
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Sugiyono, op.cit., h. 247 

72
Iblid., h. 249  

73
Iblid., h. 252 
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I. Teknik Penulisan 

1. Metode Deskriptif 

  Metode deskriptif yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya 

sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar, 

dan diamati dengan alat indera peneliti. Penulis akan menggambarkan secara 

rinci tentang prosedur pengajuan bantuan hukum di Posbakum Tembilahan, 

mulai dari persyaratan yang harus dipenuhi hingga waktu yang dibutuhkan 

untuk mendapatkan keputusan. 

2. Metode Induktif 

Metode induktif yaitu menggabungkan data-data yang bersifat 

khusus yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti kemudian dianalisa 

dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Peneliti menganalisis data yang 

telah dikumpulkan untuk mencari pola atau tren tertentu. Misalnya, dari hasil 

wawancara, peneliti mungkin menemukan bahwa banyak masyarakat miskin 

yang tidak mengetahui keberadaan Posbakum atau merasa kesulitan 

mengakses layanannya. 

3. Metode Deduktif 

Metode deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat 

umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan 

ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. peneliti ingin mengetahui apakah 

pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2014 telah meningkatkan akses masyarakat 

miskin terhadap bantuan hukum.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Se ltellah mellakukan wawancara dan pe lnellitian langsung dari 

pe lmblahasan telrhadap data yang dipe lrole lh dalam pelnellitian, maka selblagai 

ke lsimpulan telrhadap pelne llitian yang te llah dilakukan yaitu: 

1. Pe llaksanaan Pelrma No. 1 Tahun 2014 dalam melmble lrikan blantun hukum 

ke lpada masyarakat miskin olelh Pos BLantuan Hukum (Posblakum) di 

Pe lngadilan Nelge lri Te lmblilahan membuat masyarakat pencari keadilan 

banyak terbantu dalam berperkara, seperti: informasi hukum, konsultasi 

hukum, advis hukum, dan bantuan dalam pembuatan dokumen hukum. 

Hal ini terlihat dari jumlah masyarakat yang menggunakan layanan 

posbakum di Pengadilan Negeri Tembilahan sebanyak 30 perkara. 

Namun masih terdapat beberapa tantangan yang di hadapi oleh pihak Pos 

Bantuan Hukum.  

2. Telrdapat faktor-faktor yang me lmpelngaruhi Pellaksanaan Pelrma No. 1 

Tahun 2014 dalam melmble lrikan blantun hukum kelpada masyarakat 

miskin olelh Pos BLantuan Hukum (Posb lakum) di Pelngadilan Nelge lri 

Telmblilahan, adapun faktor pelndukungnya adalah Anggaran dan Dana 

dan Sosialisasi Layanan. Se ldangkan faktor yang me lnghamblat 

Pe llaksanaan Pelrma No. 1 Tahun 2014 olelh Pos BLantuan Hukum 

(Posblakum) di Pelngadilan Ne lge lri Telmblilahan adalah 1)Kurangnya dana. 

2)Kurangnya sosialisasi telrhadap posblakum. 2) Kurangnya informasi 
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telntang pe lran Posblakum. 3) Kurangnya tingkat pe lnge ltahuan masyarakat. 

4) Le ltak ge lografis. 5)Ke lndala Finansial 

3. Dalam Pelrspe lktif Fiqih Siyasah, pelne llitian ini telrmasuk pada pelne llitian 

Fiqih Siyasah Tanfidziah. Pe llaksanaan Pe lrma No 1 Tahun 2014 dalam 

melmble lrikan blantun hukum kelpada masyarakat miskin ole lh Pos BLantuan 

Hukum (Posblakum)  se ljalan delngan prinsip ke ladilan sosial dalam Islam 

dalam rangka melmble lrikan blantuan kelpada masyarakat miskin. Islam 

sangat me lnelkankan pelntingnya me lmblelrikan keladilan kelpada se lluruh 

lapisan masyarakat, telrmasuk kaum lelmah dan miskin. Islam me lwajiblkan 

ne lgara untuk mellindungi rakyatnya, te lrmasuk dalam hal aksels telrhadap 

ke ladilan. Pe llaksanaan Pe lrma ini tellah me lnunjukkan blahwa ne lgara te llah 

melnjalankan tanggung jawablnya dalam me lmblelrikan solusi te lrhadap 

pe lrmasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat.  

 

B. Saran 

Adapun Hasil Pe lne llitian, Pelnulis melmblelrikan saran-saran se lblagai 

ble lrikut: 

1. Untuk Ke ltua Mahkamah Agung agar dapat melnamblah anggaran dana 

untuk Posblakum se lrta melmble lrikan dana untuk bliaya pe lndampingan 

dalam pe lrkara pelrdata di ruang sidang untuk se lluruh Pe lngadilan tingkat 

pe lrtama di Indone lsia  

2. Pe lrlu dilakukan upaya pe lningkatan pelmahaman dari Pelngadilan Nelge lri 

Telmblilahan khususnya staff yang ble lrada di Posblakum agar masyarakat 

lelblih melnge lnal akan elksiste lnsi dari Posblakum dan melmahaminya. 
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3. BLe lrupaya se lmaksimal mungkin agar kelndala-ke lndala yang ada, tidak 

sampai melmpe lngaruhi pelmble lrian layanan blantuan hukum kelpada 

pe lmohon atau klieln Posblakum Pe lngadilan Ne lge lri Telmblilahan delngan 

mellakukan kelblijakan-kelb lijakan  selsuai delngan pe lraturan yang ada. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Pedoman wawancara Pelaksanaan Perma No 1 Tahun 2014 Dalam 

Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Pos 

Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di Pengadilan Negeri Tembilahan 

Perspektif fiqih Siyasah 

A. Tujuan 

 Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

pelaksanaan Perma No 1 Tahun 2014 dalam memberikan bantuan hukum 

kepada masyarakat miskin oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Tembilahan. 

Adapun aspek yang diwawancarai adalah sebagai berikut: 

B. Identitas Diri 

a) Nama : 

b) Jabatan : 

c) Alamat : 

C. Pertanyaan Penelitian 

a) Anggota LBH yang berada  di Posbakum PN Tembilahan 

1. Dapatkah Bapak/Ibu menjelaskan secara singkat mengenai Perma No 1 

Tahun 2014 dan bagaimana peraturan ini diterapkan di Posbakum? 

2. Ada berapa kasus di PN Tembilahan yang telah ditangani oleh pihak 

Posbakum selama 2023-2024? 

3. Seberapa sering pihak Posbakum menerima permohonan bantuan  

hukum? 

4. Seberapa sering pihak Posbakum melakukan sosialisasi secara langsung 

tentang keberadaan dan layanan bantuan hukum kepada masyarakat? 

5. Jenis bantuan hukum apa saja yang diberikan oleh pihak Posbakum 

kepada masyarakat miskin? 

6. Apakah Posbakum memberikan bantuan hukum di luar pengadilan? 

7. Apakah ada target yang harus dicapai oleh Posbakum? 

8. Kriteria apa yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang 

memenuhi syarat sebagai penerima bantuan hukum? 

9. Bagaimana mekanisme pengajuan permohonan bantuan hukum bagi 

masyarakat miskin di Posbakum? 

10. Bagaimana pelaksanaan posbakum dalam memberikan layanan bantuan 

hukum kepada masyarakat? 

11. Apa saja kendala yang dihadapi Posbakum dalam memberikan bantuan 

hukum kepada masyarakat miskin? 

b) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Tembilahan 

1. Bagaimana pengarahan yang harus dilakukan oleh masyarakat miskin 

agar mendapatkan bantuan hukum dari Posbakum? 

c) Bendahara PN Tembilahan 

1. Bagaimana cara pencairan dana untuk bantuan hukum yang dilakukan 

oleh Posbakum? 

2. Dari mana sumber dana yang digunakan untuk layanan bantuan hukum 

di PN Tembilahan? 

d) Masyarakat  yang menggunakan Layananan Bantuan Hukum 
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1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui sebelumnya akan keberadaan Posbakum 

dalam memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma di PN 

Tembilahan? 

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui persyaratan apa saja yang harus dimiliki 

seseoarang agar bisa mendapatkan layanan bantuan hukum secara 

cuma-cuma? 

3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan adanya pelayanan Posbakum? 
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LAMPIRAN DOKUMENTASI 

 

 
Wawancara dengan Bapak Andi Sagita, S.H. selaku 

Advokat posbakum di pengadilan Negeri Tembilahan. 

 

 

 

 
Wawancara dengan Bapak Rama Aditya, S.H. selaku 

Paralegal posbakum di pengadilan Negeri Tembilahan 
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Wawancara dengan Ibuk Hidayatul Hikmah, S.H. selaku Petugas  

PTSP di pengadilan Negeri Tembilahan. 

 

 

 

 
Wawancara dengan Ibuk Erlina Amd,kep, S.H. selaku Bendahara  

Pengeluaran di pengadilan Negeri Tembilahan. 
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Wawancara dengan Bapak Bayu Rulli Pasimbangi, S.H. selaku  

Advokat posbakum di pengadilan Negeri Tembilahan dan Rahman  

selaku masyarakat yang menggunakan layanan posbakum. 
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